PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDRAP

PUTUSAN
Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.SRP.27.15.11/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap telah

mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari: ---

1. Nama . Fatmawati Rusdi
No. KTP : 3172024905800015
Alamat/Tempat Tinggal : JI. Lanto Dg. Pasewang RT/RW 001/001 Kelurahan
Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 9 Mei 1980

Pekerjaan/Jabatan . Wiraswasta
dan
2. Nama - Abdul Majid Hafid, S.E., M.Si
No. KTP : 7314073112580011

Alamat/Tempat Tinggal : JI. Lanto Dg. Pasewang No.77 RT/RW 001/002 Kelurahan
Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap

Tempat, Tanggal Lahir : Panrengnge, 31 Desember 1958

Pekerjaan/Jabatan . PNS

Sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Sidrap dan Wakil Bupati Kabupaten
Sidrap yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Sidrap oleh
gabungan Partai Politk pengusung, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 12 Februari 2018 kepada:; - memmmmmmmememmenee
1. Mahmudammad Nursal, S.H.

2. Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H.

3. Nurdiansah, S.H.

4. Irham Amin, S.H.

5. Muchlis Mustafa S.H

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum M. Nursal, S.H. &
Rekan selanjutnya disebut ‘Penerima Kuasa”, yang berkedudukan di Makassar,

dengan Alamat Jalan Adhyaksa Baru, Komplek Ruko Zamrud Blok L Nomor 4
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Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, nomor telepon/HP
085299843880/085299132975, Email ibox_mural@yahoo.com, baik sendiri-sendiri atau

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

dengan surat permohonan tertanggal 14 Februari 2018 yang diterima di Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap pada hari Rabu, tanggal 14
Februari 2018, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Nomor 001/PS/PWSL.SRP.27.15/11/2018 selanjutnya disebut sebagai
Pemohon

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap yang berkedudukan di Jalan JI. Ressang
No. 06. Pangkajene 91611. Telp. (0421) 91095, Dalam hal ini:

. Nama

Pekerjaan/ Jabatan
Kewarganegaraan

Alamat

No. Telepon/ HP

. Nama

Pekerjaan/ Jabatan
Kewarganegaraan
Alamat

No. Telepon/ HP

. Nama

Pekerjaan/ Jabatan
Kewarganegaraan
Alamat

No. Telepon/ HP

. Nama

Pekerjaan/ Jabatan
Kewarganegaraan
Alamat

No. Telepon/ HP

: Dahlia, SH

: Ketua KPU Kab.Sidrap

: Indonesia

: Abbokongang RT/RW: 002/001, Desa Abbokongang Kec.

Kuio Kab. sidrap

: 082349389999

: Alimuddin Baharuddin, SKM, VM
: Anggota KPU Kab.Sidrap

: Indonesia

WJI Andi Cammi RT/RW. 001/007 Kel. Rijang Pittu Kec.
Maritengngae Kab.Sidrap

: 082313333699

: Abd. Harris, SS, Map

: Anggota KPU Kab. Sidrap
: Indonesia

- JI. Angkatan 66 No.S RT/ RW : 002/002 Kel. Lalebata Kec.
Pancarijang Kab. Sidrap

: 085242364444

: Mansyur, SPd, Map

: Anggota KPU Kab.Sidrap
: Indonesia

: Dusun | JI. Poros Barukku Desa Bila Riase Kec.Pitu Riase
Kab. Sidrap

: 085208529571
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5. Nama : Muslimin, S.Ag
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota KPU Kab. Sidrap

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat . JI.Korban 40000 jiwa RT/RW : 002/001 Kel. Baranti Kec.
Baranti Kab. Sidrap

No. Telepon/ HP : 082345000111

yang untuk selanjutnya disebut Termohon.

Dan;
Pihak Terkait

1. Nama . Ir. Dollah Mando
Pekerjaan/Jabatan : Calon Bupati Sidenreng Rappang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JI. Jendral Sudirman No. 123
Nomor Telepon/HP : 085333890007 / 082291920929

dan
2. Nama : Ir. Mahmud Yusuf

Pekerjaan/Jabatan : Calon Wakil Bupati Sidenreng Rappang

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat »JI. A.R. Hakim, Perum Lembah Asri Blok A No. 7Nomor
Telepon/HP : 0811558951

Sebagai Pihak Terkait dalam permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan yang telah
didaftar dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor:
001/PS/PWSL.SRP.27.15.11/2018 dan telah mengajukan diri Sebagai Pihak Terkait dan
diregister dengan Nomor Register: 003/PPT/PWSL.SRP.27.15/11/2018 dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SK-D/11/2018 tanggal 19 Bulan Februari
Tahun 2018 memberikan Kuasa kepada:
Anwar, S.H;

Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H.,M.H;
Safril Partang, S.H.,M.H;

Dede Arwinsyah, S.H.,M.H;

M. Haekal Ashri, S.H.,M.H;
Rahmatullah, S.H;

Ardiansyah Kandow, S.H;

Abdul Rahman, S.Pd.,S.H;

Doddin T, S.H;
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10.Nasrun, S.E.,S.H;

11. Siswanto, S.H.,M.H.

Semuanya adalah Advokat/Tim Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Sidenreng Rappang 2018-2023, Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf
(DOAMU), Selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang beralamat di Jalan Ganggawa

No. 05, Sidenreng Rappang, email: doamu2018@gmail.com, nomor telepon/HP
081355637430, 08114448381, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk
dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait —------—-—--

Menimbang, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap telah

memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

e
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1. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIDRAP;

a.

Bahwa sebagaimana didalam peraturan Perundang-undangan, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap merupakan Lembaga yang
diberikan tugas dalam mengawasi proses penyelenggaran Pemilihan Umum
sebagaimana disebutkan didalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang yaitu (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang
menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu
Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa
Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau
temuan; dan (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan
penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaiji laporan atau
temuan;dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;

Bahwa selain itu terkait dengan sengketa Pemilihan diatur pula didalam Pasal 3
dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota;
Bahwa berdasarkan uraian pada poin (1) sampai dengan poin (3) di atas, maka

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap wajib dan berhak serta
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mempunyai kewenangan dalam memproses dan menindak fanjuti permohonan

Pemohon.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

a. Kedudukan Hukum Pemohon;

1)

2)

3)

4)

5)

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia asli yang tidak sedang

dicabut hak pilih dan hak memilih;
Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
yang pada pokoknya menyatakan : “Peserta Pemilihan mengajukan
keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten
kepada Bawaslu Provinsi atau Pengawas Pemilihan Kabupaten Kota selama
3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan”;

Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan yang dapat mengajukan
keberatan terhadap keputusan KPU karena merupakan Pasangan Calon
Kepala Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2018 yang sebelumnya telah
didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon BupatiWWakil Bupati Kabupaten
Sidrap pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap yang didukung oleh
gabungan Partai Politik (dukungan terlampir) dan telah melengkapi segala
persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No.1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 TentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;

Bahwa Pemohon juga telah memenuhi kelengkapan dokumen Persyaratan
Pencalonan dan Persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan
Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU)
Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti
terlampir);

Bahwa sebagaimana uraian dalil huruf (a) sampai huruf (d) diatas,
Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon telah memenuhi syarat dalam
mengajukan Permochonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal § Peraturan Badan Pengawas
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. Kedudukan Hukum Termohon;

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa oleh karena telah memenuhi syarat Kedudukan Hukum (legal

standing) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan,
maka sepatutnya menurut hukum Permohon Pemochon dinyatakan untuk
diterima dan diperiksa oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten

Sidrap.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Berkedudukan di kabupaten sidrap

yang merupakan lembaga Penyelenggara Negara ditingkat Kabupaten yang
berdasarkan UU NO 10 TAHUN 2016 pasal 10 poin a yang berbunyi bahwa KPU
dalam penyelenggaraan Pemilu wajib memperlakukan calon gubernur dan calon

wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan

calon wakil walikota secara adil dan setara;
. Kedudukan Hukum Pihak Terkait;

1)

2)

3)

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap mengeluarkan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor:
08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/11/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng

Rappang;
Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/Il/2018 Tahun
2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Sidenreng Rappang telah menetapkan:
- Fatmawati Rusdi, S.E. dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si sebagai
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf sebagai Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sidenreng Rappang;
Bahwa Pihak Terkait dalam Sengketa In case Adalah Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud
Yusuf yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten |
Sidenreng Rappang sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng
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4)

5)

6)

Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/1l/2018 Tahun 2018
tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Sidenreng Rappang;
Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota. :
Pasal 7
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau

-Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan
calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan dapat
mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa

pemilihan.
Pasal 8
(1) Pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili

oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus; -------=-=-=----

(2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditunjukkan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas
Kabupaten/Kota pada saat musyawarah;

(3) Kuasa Hukum dalam mendampingi atau mewakili pemohon, termochon,
dan/atau pihak terkait merupakan advokat sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang tentang advokat.
Bahwa Pihak Terkait dalam Sengketa In case Adalah Pasangan Calon: Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud
Yusuf yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sidenreng Rappang sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/11/2018 Tahun 2018
tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Sidenreng Rappang;
Bahwa kemudian Terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan
yang telah didaftar dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa
Nomor: 001/PS/PWSL.SRP.27.15.11/2018 yang diajukan oleh Fatmawati
Rusdi, S.E. dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si. maupun Kuasanya sehingga
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Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Ir. Dollah
Mando dan Ir. Mahmud Yusuf berpotensi hak-hak konstitusionalnya hilang
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang; ——----
7) Bahwa selanjutnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Sidrap Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf melalui Kuasa Hukumnya
mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, Permohonan Pihak Terkait
sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari
tahun 2018 Pukul 11.00 Wita dan diregister oleh Panwaslu Kabupaten

Sidenreng Rappang dengan Nomor Register:
003/PPT/PWSL.SRP.27.15/11/2018 tertanggal 21 Februari 2018 Pukul 11.00
Wita;

8) Bahwa Pihak Terkait dalam Sengketa in case adalah Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap, Ir. Dollah Mando dan ir. Mahmud Yusuf
yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng
Rappang sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/ll/2018 Tahun 2018
tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Sidenreng Rappang dan Permohonan Plhak Terkait sebagaimana
dimaksud dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018
Pukul 11.00 Wita serta diterima dan diregister oleh Panwaslu Kabupaten

Sidenreng Rappang dengan Nomor Register:
003/PPT/PWSL.SRP.27.15/11/2018 tertanggal 21 Februari 2018 Pukul 11.00
Wita.

Sehingga Pihak Terkait dalam Sengketa in case Memiliki Kedudukan Hukum

sebagai Pihak Terkait dalam Sengketa Proses Pemilihan yang digjukan di

Panwasiu Kabupaten Sidenreng Rappang karena ir. Dollah Mando dan Ir.

Mahmud Yusuf berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan

tersebut dengan hilangnya hak-hak konstitusionalnya sebagai Paslon

sehingga mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam penvelesaian sengketa
pemilihan.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:
a. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon;

1) Bahwa atas Keberatan Pemohon terhadap obyek sengketa Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidrap Nomor 08/PL.03.3-
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2)

3)

4)

- Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban Termohon;

Kpt/7314/KPU-Kab/l1/2018, tertanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018, yang
telah ditetapkan / diterbitkan serta telah diumumkan oleh Termohoen (in casu
KPU Kab. Sidrap) pada Hari Senin, Tanggal 12 Februari 2018;
Bahwa sebagaimana uraian dalil huruf (a) diatas, Pemohon mengajukan

Permohonan keberatan atas Surat Keputusan a quo kepada Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap pada Hari Rabu Tanggal 14
Februari 2018 Yang telah diterima dan diregistrasi di Loket Penerimaan
Permohonan Sengketa di sekretariat Panwas Kabupaten Sidrap
sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Perbawaslu
No.15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota;
Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa : “Permohonan Penyelesaian
sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
obyek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU

Propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.
Bahwa sebagaimana uraian dalil Pemohon huruf (a) sampai dengan huruf (c)
diatas, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang
ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena
itu, sepatutnya menurut hukum Permohonan Pemochon untuk dinyatakan
diterima dan diperiksa oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sidrap.

Bahwa sesuai ketentuan dan lampiran PKPU 2 tahun 2018 tentang Perubahan

PKPU Nomor 3 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
éupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 “Pengajuan
permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, Paling lama
3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota ditetapkan”;
. Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban Pihak Terkait;
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1)

2)

3)

Bahwa Pihak Terkait dalam Sengketa In case adalah Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap, Ir. Doltah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf
yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng
Rappang sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/ll/2018 Tahun 2018 tentang
Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Sidenreng Rappang;
Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Woalikota dan Wakil Walikota;
Pasal 30
(1) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan

permohonan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota
paling [ama pada musyawarah kedua.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat:

a) identitas pihak terkait yang terdiri atas nama pihak terkait, alamat
pihak terkait, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri

fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor;
b) Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa; --
c) Kedudukan hukum pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan; --
d) Uraian yang jelas mengenai tenggang waktupengajuan permohonan;
dan

e) Uraian alasan sebagai pihak terkait berupa fakta yang disengketakan;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh
pihak terkait atau kuasanya disertai alat bukti yang dibubuhi materai. -----
Bahwa Pemohon Pihak Terkait dapat mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 Jo. Pasal 7 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Bawaslu Provinsi
atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama pada musyawarah kedug. ~~------—-
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1 3

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Bahwa Permohonan Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu yang diatur
dalam Ketentuan dalam Pasal 30 Jo. Pasal 7 Perbawaslu Nomor 15 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng
Rappang pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018 sedangkan
musyawarah belum diagendakan dan Sidang Pertama dilaksankan pada hari
Rabu tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2018.

Bahwa Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana

dimaksud dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018
dan diregister dengan Nomor Register: 003/PPT/PWSL.SRP.27.15/11/2018. -
Bahwa selanjutnya Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang mengundang
Pihak Terkait dengan Nomor Undangan: 032/SN-15/PM.07.02/11/2018 untuk
menghadiri Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pada Hari Kamis tanggal 22
Februari 2018 Pukul 10.00 Wita dan diterima Kuasa Hukum Pihak terkait
Pada Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2018 Pukul 17.30 Wita. -------—---—-—-
Bahwa sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 33 ayat
(1) yang menyatakan bahwa “Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 menyampaikan jawaban pihak terkait kepada Bawaslu Provinsi atau
Panwas Kabupaten/Kota pada musyawarah berikutnya setelah menerima
undangan musyawarah.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait menyampaikan Kepada Panwaslu
Kabupaten Sidrap Jawaban pihak Terkait Pada Hari Senin Tanggal 26
Februari 2018 setelah menerima Undangan Musyawarah Nomor Undangan:
032/SN-15/PM.07.02/11/2018 untuk menghadiri Musyawarah Penyelesaian
Sengketa.

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka pengajuan jawaban pihak
terkait masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 15
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Pasal 33 ayat (1).

4. POKOK PERMOHONAN;
a. Alasan-Alasan Pemohon
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‘.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 termohon dalam hal ini KPU
Kabupaten Sidrap menerbitkan Pengumuman kepada Publik melalui media
Massa bahwa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Sidrap Tahun 2018 dibuka pada tanggal 8 sampai dengan 10
Januari 2018 pukul 24.00 Wita. Dengan mewajibkan membawa Persyaratan
Pencalonan beserta lampirannya berupa persyaratan Calon;

Bahwa bakal pasangan Calon Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf datang
didaftarkan oleh gabungan partai poltik Demokrat dan Gerindra pada tanggal
10 Januari 2018 dengan menyerahkan persyaratan Pencalonan beserta
lampirannya yaitu syarat Calon;

Bahwa sesaat setelah bakal pasangan Calon Dollah Mando dan Ir Mahmud
Yusuf menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan beserta Lampirannya
yaitu syarat Calon maka termohon melakukan pengecekan terhadap
dokumen tersebut dan Tidak menemukan dokumen surat keterangan tidak
sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan
tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf m;
Bahwa termohon menyampaikan kepada pasangan Dollah Mando dan Ir

Mahmud Yusuf agar segera melengkapi dokumen surat keterangan tidak
sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum fetap dari pengadilan niaga atau pengadilan
tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sampai pada
batas akhir pendaftaran yaitu Tanggal 10 Januari 2018 Pukul 24.00; ---—---- —
Bahwa termohon menyampaikan melalui salah satu komisionermya bahwa
termohon telah mensosialisasikan dan menyampaikan persyaratan
pencalonan dan lampirannya berupa syarat Calon kepada semua LO bakal
pasangan calon termasuk kepada bakal pasangan calon Doliah Mando dan Ir
Mahmud Yusuf;
Bahwa termohon juga menyampaikan kepada bakal pasangan calon Dollah
Mando dan Ir Mahmud Yusuf berdasarkan PKPU No 3 Tahun 2017 bahwa
yang diserahkan kepada termohon adalah surat keterangan tidak pernah

pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya atau setidaknya surat keterangan dari
Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan bahwa surat keterangan tidak
pernah Pailit sedang dalam proses penerbitan;
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7)

8)

9)

Bahwa sampai pada batas akhir pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Sidrap yaitu Tanggal 10 Januari 2018 pukul 24.00
pasangan calon Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf tidak menyerahkan
dokumen surat keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga
Surabaya atau setidaknya surat keterangan dari Pengadilan Niaga Surabaya
yang menyatakan bahwa surat keterangan tidak pernah Pailit sedang dalam

proses penerbitan;
Bahwa sampai pada batas akhir pandaftaran pasangan calon yaitu tanggal
10 januari tahun 2018 Pukul 24.00 Wita , bakal pasangan Calon Dollah
Mando dan Ir Mahmud Yusuf hanya menyerahkan Resi Pengiriman dari JNE
sebagai bukti dokumen surat keterangan kepailitan sedang diproses padahal
tindakan tersebut tidak berdasarkan Hukum sebab seharusnya surat
keterangan dalam proses penerbitan dikeluarkan oleh lembaga yang

berwenang yaitu Pengadilan Niaga Surabaya;
Oleh karena itu Secara Hukum

Pasangan Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf dianggap Tidak Pernah
menyerahkan surat keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga
Surabaya atau setidaknya surat keterangan dari Pengadilan Niaga Surabaya
yang menyatakan bahwa surat keterangan tidak pernah Pailit sedang dalam

proses penerbitan;
Bahwa meskipun pasangan calon Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf tidak
menyerahkan dokumen surat keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan
Niaga Surabaya atau setidaknya surat keterangan dari Pengadilan Niaga
Surabaya yang menyatakan bahwa surat keterangan tidak pernah Pailit
sedang dalam proses penerbitan, Namun termohon tetap menerima
pendaftaran bakal pasangan Calon Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf hal
ini sangat bertentangan dengan hukum khususnya pasal 39 ayat 3 PKPU No
3 Tahun 2017;

. 10)Bahwa seharusnya tindakan termohon atas peristiwa tidak diserahkannya

syarat Calon dalam hal ini surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon berpedoman pada pasal 39 ayat 8 PKPU No 3

Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan :
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon,
yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh alau KPU/KIP
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Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebul,
menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran
bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
bersangkutan.

Ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa bakal calon yang didaftar jika
tidak memenuhi syarat Komulatif pencalonan yaitu (pasal 39 ayat 3); ----——--

a) Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
b) Menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan
Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat; --—--
¢) Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud
dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon
difandatangani oleh Petugas Parfai Politik Tingkat Pusat yang
memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan

sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
d) Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai
pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat
kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan
Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat

pusat;
e) Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai
Politik tingkat kabupaten/kota;

f) Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang
bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan

g) Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses

Pemilihan;
PENDAFTARANNYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
DAN BERKASNYA DIKEMBALIKAN
Dengan demikian, seharusnya tindakan termohon adalah menyatakan tidak

menerima pendaftaran pasangan Calon Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf
dan menuangkan dalam berita Acara dan mengembalikan dokumen
Pendaftaran bakal calon Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf KARENA
TIDAK MEMENUHI SYARAT KOMULATIF SEBAGAIMANA DISEBUTKAN
DIATAS yaitu tidak menyerahkan syarat Calon berupa surat keterangan tidak

pernah pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya atau setidaknya surat
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keterangan dari Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan bahwa surat
keterangan tidak pernah Pailit sedang dalam proses penerbitan; —----~-~~-----
Bahwa perlu dipahami jika Syarat calon juga merupakan syarat Pencalonan
sebab syarat calon merupakan Lampiran syarat Pencalonan sebagaimana
yang diatur dalam 42 ayat 1 huruf a juncto pasal 43 ayat 1 huruf g; ~=---———-

Oleh karena itu

Syarat Calon adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari
Persyaratan Pencalonan sehingga pasal 39 ayat 8 PKPU No 3 Tahun 2017
harus dimaknai persyaratan Komulatif yang dimaksud juga meliputi syarat
calon (termasuk surat keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga
Surabaya atau setidaknya surat keterangan dari Pengadilan Niaga Surabaya
yang menyatakan bahwa surat keterangan tidak pernah Pailit sedang dalam

proses penerbitan);
11)Bahwa Dalam perkara A quo pasangan Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf
tidak memenuhi syarat Komulatif syarat Pencalonan yaitu tidak menyerahkan
dokumen syarat Calon berupa surat keterangan tidak pernah pailit dari
Pengadilan Niaga Surabaya atau setidaknya surat keterangan dari
Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan bahwa surat keterangan tidak
pernah Pailit sedang dalam proses penerbitan;

12)Bahwa tindakan termohon yang menerima pendaftaran pasangan Calon
Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf adalah cacat prosedur sehingga
keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang berkaitan dengan Pasangan
Calon termasuk Obyek sengketa adalah Keputusan yang Cacat Prosedur; --—
13)Bahwa tindakan Termohon yang menerima pendaftaran bakal pasangan
Calon Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf dan pada tanggal 12 Februari
2018termohon tetap menyatakan pasangan Calon Dollah Mando dan Ir
Mahmud Yusuf Memenuhi syarat sebagai Calon bupati dan wakil bupati
Kabupaten Sidrap tahun 2018 dengan Menerbitkan surat keputusan padahal
seharusnya termohon tidak menerima pendaftaran adalah Cacat Prosedur
dan bertentangan dengan hukum;

14)Bahwa mengenai Sifat Imperatif (wajib) menyerahkan dokumen surat
keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya atau
setidaknya surat keterangan dari Pengadilan Niaga Surabaya yang
menyatakan bahwa surat keterangan tidak pernah Pailit sedang dalam
proses penerbitan pada saat pendaftaran diperintahkan dalam peraturan
perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam:
1. Pasal 42 ayat 1 dan 2 UU No 8 Tahun 2015;
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(1) Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU
Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau
perseorangan. (2)Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 2.
Pasal 45 ayat 1 UU No 10 Tahun 20186;

(2) Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian
kelengkapan dokumen persyaratan;

. Pasal 45 ayat 2 poin b nomor 6 UU Pemilihan;

Tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya

meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf I;

. Pasal 46 UU Pemilihan;

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan: dokumen

persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

. Pasal 39 ayat 3 PKPU 3 Tahun 2017,

Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2}, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib

memenuhi persyaratan: a. ketentuan Pasal 5§ ayat (2) dan ayat (3); b.

menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan

Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

. Pasal 40 PKPU 3 Tahun 2017;

Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

. Pasal 42 ayat 1 huruf k PKPU No 15 Tahun 2017;

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan

niaga atau pengadilan tinggi yang witayah hukumnya meliputi tempat
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tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m;
7. Pasal 43 PKPU No 3 Tahun 2017;
(1) Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi: dokumen administrasi persyaratan
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
15)Bahwa berdasarkan keseluruhan aturan tersebut diatas baik yang bersumber
dari UU pemilihan maupun yang terdapat dalam PKPU 3 Tahun 2017 Juncto
PKPU No 15 Tahun 2017 menyerahkan surat keterangan tidak sedang
dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon BERSIFAT IMPERATIF
PADA SAAT PENDAFTARAN dan TIDAK ADA PENGECUALIAN
TERHADAP KEWAJIBAN PENYERAHAN DOKUMEN TERSEBUT.
Oleh Karena Itu
Tidak ada alasan secara Hukum untuk menerima pendaftaran Pasangan

Calon yang tidak menyerahkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan
persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m; ---
16)Bahwa tindakan termohon yang menerima pendaftaran bakal pasangan
Calon adalah tindakan yang tidak konsisten dengan yang disampaikan oleh
termohon kepada semua Bakal pasangan calon. Hal ini dapat dilihat dalam
Pengumuman pendaftaran yang diterbitkan oleh termohon sendiri pada poin
4 yang pada pokoknya mewajibkan kepada bakal pasangan Calon untuk
menyampaikan atau menyerahkan syarat pencalonan dan Syarat Calon pada
saat pendaftaran dilakukan, termasuk surat keterangan tidak sedang
dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

Namun fakta materiinya justru termohon sendiri yang melanggar
pengumuman pendaftaran tersebut dengan cara menerima pendaftaran
pasangan Calon Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf padahal pasangan
Calon tersebut tidak menyerahkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
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hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
Bahwa dalam pengumuman pemdaftaran tersebut tidak disampaikan
pengecualian atas kewajiban bagi bakal calon untuk menyerahkan dokumen
syarat calon termuasuk dokumen surat keterangan tidak sedang dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum teiap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
17)Bahwa fakta atas kekurangan dokumen persyaratan calon Ir. Dollah Mando
dan Ir. Mahmud. Yusuf sebagaimana uraian dalil huruf (c) diatas, senyatanya

bertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan

sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;
Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya diatas, ketentuan perundang-
undangan tersebut harus dimaknai bahwa setiap Bakal Pasangan Calon
wajib untuk memenuhi persyaratan calon yang dimaksud secara kumulatif
dan harus diperlihatkan secara fisik kepada Komisi Pemilihan Umum selaku
penyelenggara pemilihan pada saat mendaftarkan diri atau didaftarkan.
Sehingga Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud. Yusuf yang
hanya menunjukkan resi pengiriman JNE tanpa disertai surat keterangan dari
lembaga/instansi yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Niaga Surabaya
adalah sudah sepatutnya menurut hukum untuk tidak dapat diterima; -—--—---—-
18)Bahwa perlu kami tegaskankan atas sikap/tindakan Termohon yang
menerima dokumen persyaratan Calon yang tidak lengkap sebagaimana
uraian dalil diatas, adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum,
karena Termohon telah keliru menafsirkan dan menerapkan ketentuan
perundang-undangan yang kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 39
ayat (3) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun
2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, yang bersifat imperatif dan
kumulatif, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (3) huruf (b) : "dalam mendaftarkan pasangan calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai politik atau

gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan -
b). “menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan

calon yang ditanda tangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat,” -------—--
19) Bahwa seharusnya Termohon tidak menerima dan mengembalikan

dokumen persyaratan pencalonan kepada pasangan calon atas nama Ir.
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Dollan mando dan Ir. Mahmud. Yusuf yang tidak dapat memenuhi
persyaratan secara kumutatif dengan menerbitkan berita acara, sebagaimana
ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi
sebagai berikut ; ----—-------—--

Ayat (8) : "Partai politik atau gabungan Partai Politik yang mendaftarkan

bakal calon, vang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan
pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (3), KPU Propinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran

tersebut, menuangkan dalam berita acara dan mengembalikan dokumen

pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau gabungan Partai

Politik yang bersangkutan’.

20)Bahwa berdasarkan keterangan termohon yang pada pokoknya menyatakan
alasan termohon menerima pendaftaran dari pasangan Calon Dollah Mando
dan Ir Mahmud Yusuf walaupun tidak menyerahkan surat keterangan tidak
sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan
tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon adalah karena
Masih ada Masa Perbaikan bagi bakal pasangan Calon untuk menyerahkan

dokumen tersebut;
21)Alasan termohon tersebut di atas Adalah keliru secara hukum dengan
argumentasi Hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Rezim pemilihan saat ini dengan berlakunya UU No 10 Tahun
2016 lebih khusus lagi dengan diterbitkannya PKPU No 3 Tahun 2017
Juncto PKPU No 15 Tahun 2017 memunculkan ketentuan baru yang
berbeda dengan ketentuan yang digunakan dalam Pemilihan Serentak
Tahun 2015 dan Tahun 2017,

b. Bahwa Jika mengkaji secara sistematis antara pasal yang mewajibkan

penyerahan syarat pencalonan beserta lampirannya yaitu syarat calon
pada saat pendaftaran sebagaimana yang diatur pasal 39 ayat 3 , pasal
40 , pasal 42 ayat , pasal 43 ayat PKPU No 3 Tahun 2017 dengan pasal
yang mengatur tentang masa penelitian dan Perbaikan dokumen syarat
Calon sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 dan 54 PKPU No 3
Tahun 2017 maka dapat diperoleh kesimpulan / tafsiran bahwa; --—------ -—
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1) Penyerahan dokumen fisik syarat pencalonan dan syarat calon pada
saat pendaftaran bersifat Imperatif dilakukan oleh bakal pasangan
calon yang didaftar atau mendaftarkan diri;

2) Masa perbaikan dan penelitian dokumen syarat Pencalonan hanya
dilakukan jika terdapat penyerahan dokumen fisik oleh bakal pasangan

calon yang didaftar atau mendattar;
3) Masa perbaikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 juncto pasal
54 PKPU No 3 Tahun 2017 bukanlah Pengecualian Kewajiban
penyerahan syarat pencalonan dan syarat Calon pada saat
pendaftaran sebab kewajiban penyerahan dokumen Fisik syarat Calon
bersifat Imperatif;

4) Masa Perbaikan atau penelitian hanya diperuntukkan bagi bakal
pasangan Calon yang menyerahkan dokumen fisik syarat Calon. Ratio
Legis Tafsiran tersebut yaitu apa yang akan diteliti atau diperbaiki jika
dokumen fisiknya tidak ada atau tidak diserahkan;

Oleh karena itu haruslah ditafsir bahwa_ penyerahan dokumen fisik

syarat pencalonan dan syarat Calon pada saat pendaftaran bersifat

Imperatif dan Masa Perbaikan Dokumen dilakukan jika terdapat
Penyerahan Dokumen Fisik yang dilakukan oleh Bakal pasangan calon;

22)Pendapat atau penafsiran tersebut juga diperkuat oleh KPU Pusat dalam hal

ini Komisionernya yang bernama Ilham Saputra yang pada Pokoknya

menyatakan :
a.

Bakal pasangan Calon yang mendaftar atau didaftarkan di KPU dan tidak
menyerahkan surat keterangan tidak pernah atau sedang Pailit maka

pendaftarannya tidak sah;
Masa Perbaikan atau penelitian hanya berlaku bagi bakal pasangan calon
yang menyerahkan Dokumen Fisik dari lembaga yang berwenang sebab
apa yang akan diperbaiki atau diteliti jika tidak ada dokumen yang

diserahkan;

23)Bahwa demikian pula pendapat Ahli Prof Dr. Anwar Borahima yang pada

pokoknya menyatakan :
a.

KPU sidrap telah melakukan pelanggaran Fatal karena menerima
Pendaftaran pasangan Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf padahal yang
bersangkutan tidak menyerahkan salah satu syarat Calon berupa surat
keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya atau
setidaknya surat keterangan dari Pengadilan Niaga Surabaya yang
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menyatakan bahwa surat keterangan tidak pernah Pailit sedang dalam

proses penerbitan;
KPU Sidrap seharusnya menoclak Pendaftaran pasangan Calon Dollah
Mando dan Ir Mahmud Yusuf;
Tidak ada Masa Perbaikan Bagi pasangan Calon Dollah Mando dan Ir

Mahmud Yusuf sebab yang bersangkutan tidak menyerahkan Dokumen
Fisik surat keterangan Tidak Pailit atau setidak-tidaknya surat keterangan
dari Pengadilan Niaga yang menyatakan surat tersebut sedang dalam
proses penerbitan;

24)Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini komisioner divisi hukum

Khaerul Mannan dalam Bimbingan Teknis / Sosialisasi yang juga dihadiri oleh

Ketua Panwaslih Kabupaten Sidrap yang pada pokoknya menyatakan ; --——--

a.

Bakal pasangan Calon yang mendaftar atau didaftarkan di KPU dan tidak
menyerahkan surat keterangan tidak pernah atau sedang Pailit maka

pendaftarannya tidak sah;
Masa Perbaikan atau penelitian hanya berlaku bagi bakal pasangan calon
yang menyerahkan Dokumen Fisik dari lembaga yang berwenang sebab
apa yang akan diperbaiki atau diteliti jika tidak ada dokumen yang
diserahkan;

25)Bahwa termohon sendiri melalui Komisionermya (vide alat bukti P-7, rekaman

video Komisioner pada menit ke 33) mengakui bahwa :
a.

Yang harus diserahkan pada saat pendaftaran adalah Surat Keterangan
dari Pengadilan Niaga Surabaya atau surat keterangan proses
penerbitannya sedang dilakukan dari Pengadilan Niaga Surabaya; --—-------
Perbaikan hanya dilakukan apabila ada surat keterangan dari Pengadilan
Niaga Surabaya yang menyatakan proses penerbitan sedang dilakukan; --
Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persyaratan pencalonan
dan Lampirannya yaitu Syarat Calon wajib diserahkan dokumen Fisiknya
pada saat pendaftaran bakal Pasangan Calon sampai dengan BATAS
AKHIR PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

Bahwa Masa Perbaikan Dokumen hanya dilakukan apabila bakal pasangan

calon yang didaftarkan di KPU menyerahkan Dokumen Fisik syarat
pencalonan dan lampirannya yaitu syarat Calon SEHINGGA TIDAK ADA
MASA PERBAIKAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON YANG TIDAK

MENYERAHKAN DOKUMEN FISIK SYARAT CALON:
In Casu
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Bahwa dokumen yang diserahkan oleh pasangan Dollah Mando dan Ir
Mahmid Yusuf hanya berupa Resi Pengiriman dari JNE sehingga secara
Hukum pasangan Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf dianggap tidak
permah menyerahkan dokumen surat keterangan tidak sedang dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau setidak-tidaknya surat
keterangan dari perngadilan niaga yang menyatakan proses penerbitan
sedang dilakukan;

Bahwa tidak ada Masa Perbaikan syarat Calon Bagi Dollah Mando dan Ir
Mahmud Yisuf karena yang bersangkutan tidak menyerahkan dokumen fisik
surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan

niaga Surabaya;
26)Bahwa berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku prosedur yang
harus ditempuh oleh termohon jika bakal pasangan calon yang didaftar atau
mendaftar di KPU tidak menyerahkan dokumen syarat pencalonan termasuk
syarat calon adalah tidak menerima pendaftaran bakal pasangan calon
tersebut. Namun dalam perkara a quo termchon menerima pendaftaran bakal
pasangan calon Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf sehingga tindakan
termohon tersebut CACAT PROSEDUR,;

27)Bahwa karena tindakan termohon yang menerima pendaftaran dari bakal

pasangan calon Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf Cacat Prosedur maka
tindakan termohon selamjutnya sepanjang mengenai bakal pasangan calon
Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf adalah Tindakan yang Cacat Prosedur
pula termasuk obyek sengketa dalam perkara ini secara Mutatis Mutandis
adalah CACAT PROSEDUR;
)28)Bahwa akibat hukum produk pejabat Tata Usaha Negara yang Cacat

Prosedur in casu obyek sengketa dalam perkara ini maka keputusan tersebut
tidak sah. HalMana dijelaskan dalam ketentuan dalam pasal 52 Undang
Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada

pokoknya menyatakan :

Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b. Dibuat sesuai prosedur; dan

29) Bahwa keputusan pejabat tata usaha negara yang Cacat Prosesur dan Tidak
Sah in casu cobyek sengketa dalam perkara ini seharusnya dibatalkan
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sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 71 ayat 1 UU No 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan: ---------

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

a. terdapat kesalahan prosedur; atau

b. terdapat kesalahan substansi.

30) Bahwa dengan dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka

obyek sengketa CACAT PROSEDUR dan Tidak Sah sehingga beralasan
hukum untuk dibatalkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sidrap;

31) Bahwa sikap/tindakan Termohon senyatanya telah bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas Penyeleggara

Pemilihan;

32) Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil pokok permasalah tersebut

diatas, maka obyek sengketa Surat Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-
Kpt/7314/KPU-Kab/l1/2018, tertanggal 12 Februari 2018. Tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018. yang
diterbitkan oleh Termohon mengandung cacat prosedural, olehnya itu sangat
patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, dan secara mutatis mutandis penetapan Pasangan Calon Ir.
Doilah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf Batal Demi Hukum;

b. Berdasarkan Alasan-alasan diatas maka POKOK PERMOHONAN vyaitu : -

1)

2}

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Permohonan pemohon adalah
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sidrap
(in casu Termohon) Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/11/2018, tertanggal 12
Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati
Kabupaten Sidrap TAHUN 2018 yang mana Termohon dalam Surat
Keputusan tersebut (in casu Obyek sengketa) telah menetapkan dua Pasang
Calon, Yaitu :
a) Fatmawati Rusdi dan Abdul majid Hafid, S.E., M.Si;
b) Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud. Yusuf:
Bahwa berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku prosedur yang

harus ditempuh oleh termohon jika bakal pasangan calon yang didaftar atau
mendaftar di KPU tidak menyerahkan dokumen syarat pencalonan termasuk
syarat calon adalah tidak menerima pendaftaran bakal pasangan calon
tersebut. Namun dalam perkara a quo termohon menerima pendaftaran bakal
pasangan calon Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf sehingga tindakan
termohon tersebut CACAT PROSEDUR;
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3) Bahwa karena tindakan termohon yang menerima pendaftaran dari bakal
pasangan calon Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf Cacat Prosedur maka
tindakan termohon selamjutnya sepanjang mengenai bakal pasangan calon
Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf adalah Tindakan yang Cacat Prosedur
pula termasuk obyek sengketa dalam perkara ini secara Mutatis Mutandis
adalah CACAT PROSEDUR,;

5. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMO?IZ-\IKAN);
a. Petitum Pemohon;

Berdasarkan Kkeseluruhan dalil-dalii permohonan Pemohon diatas, mohon
kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap, untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1) Mengabutkan permohonan Pemchon untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Obyek sengketa Surat Keputusan 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-
Kab/I1/2018, tertanggal 12 Februari 2018. Tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018 CACAT
PROSEDUR beserta TINDAKAN TERMOHON LAINNYA SEPANJANG
BERKAITAN DENGAN PASANGAN CALON DOLLAH MANDO DAN IR
MAHMUD YUSUF;
3) Menyatakan Batal Menurut hukum Penetapan Pasangan Calon atas nama Ir.
Dollah Mando dan IR MAHMUD YUSUF sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati
Kabupaten Sidrap Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sidrap
Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/11/2018, tertanggal 12 Februari
2018. Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati

Kabupaten_Sidrap Tahun 2018 karena mengandung cacat prosedural

dalam penetapannya;
4) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan baru
yang menetapkan nama Pemohon selaku Pasangan Calon BupatiiWakil
Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018 dan Menyatakan Batal Menurut hukum
Penetapan Pasangan Calon atas nama Ir. Dollah Mando dan IR MAHMUD
YUSUF sebagai Calon BupatifWWakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018; -
5) Memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan Berita Acara yang
menyatakan tidak menerima pendaftaran Pasangan Calon atas nama Ir.
Dollah Mando dan IR MAHMUD YUSUF dan mengembalikan dokumen
pendaftaran yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat
8 PKPU No 3 Tahun 2017:
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6) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan a quo

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Petitum Termohon;
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan pada jawaban termohon, mohon kepada
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Sah dan Tetap Berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/11/2018
Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2018;
3} Apabila Panwasiu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon

Putusan yang seadil-adilnya.
. Petitum Pihak Terkait;
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan pada Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait

mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng

Rappang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikuit;

1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2) Menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak berdasar karena
meminta pembatalan obyek a qou Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-
Kab/ll/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang sepanjang
berkaitan Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf padahal
sepanjang pembatalan hanya menyangkut pelanggaran Pasal 71 dan Pasal
73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3) Menyatakan Permohonan Pemochon kabur dan tidak berdasar karena
meminta pembatalan obyek a qou Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-

25



4)

5)

Kab/ll/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang sepanjang
berkaitan Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf padahal
terkait Pokok Permohonan telah diperiksa sebelumnya oleh Panwaslu
Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/1l/2018 Tahun 2018
tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Sidenreng Rappang adalah Sah Menurut Hukum;

Menyatakan Sah dan Mengikat obyek a qou Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-
Kpt/7314/KPU-Kab/il/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang
karena telah sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-undangan;

6) Apabila Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya.

6. JAWABAN TERMOHON;

a. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon;

1)

2)

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5§ ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyeleseian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota menjelaskan : “ Permohonan sengketa proses pemilihan
terhadap satu obyek sengketa yang telah diajukan oleh bakal pasangan
calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sama
tidak dapat diajukan kembali oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai
Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang sama ” ----=-=-=e=====-
Hal tersebut dibuktikan pada Pemberitahuan Tentang Status Laporan
Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Laporan/ Temuan
002/LP/PB/Kab.27.15/1/2018 Para Pemohon Samsumarlin, Muhlis Mustafa,
A.lkhsan Hamid, Arifin Maedani, Raupong Dalle, A. Sugiarno Bahri, M. Dais
Labanci, Wahyuddin Bandung, A. Samsul Bahri adalah Partai Politik atau
gabungan Partai Polittkk pengusung yang sama pengusul Fatmawati Rusdi,
SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi (bukti terlampir T-1).
Berdasarkan angka 1, bahwa objek sengketa dalam permohonan pemohon

tentang Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor
08/PL.03-Kpt/7314/KPU-Kab/1l/2018 adalah termasuk bagian dalam objek
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sengketa proses pemilihan yang telah diputuskan sebelumnya oleh Panitia
Pengawas Pemillhan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan
melakukan Kklarifikasi kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan
mengeluarkan Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan pelanggaran dari Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 016/SN-
15/PM.01.01/1/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan kesimpulan : —~==-=-meee-—
a) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Tidak Terbukti Sebagai
Pelanggaran Administrasi karena KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
masih sementara melakukan proses verifikasi berkas calon yang mana
pada masa tersebut masih dapat dilakukan perbaikan oleh bakal
pasangan calon terhadap berkas yang tidak memenuhi syarat (bukti
terfampir T-1);

b) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang petlu melakukan
penijauan kembali terhadap tanda terima pendaftaran pasangan calon
gubernur dan wakil gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil
Walikota (Formulir model TT.1-KWK) dan lampiran tanda terima
pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur/ Bupati
dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (Lampiran Model TT.1-
KWK) terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Dollah
Mando dan ir. Mahmud Yusuf, berdasarkan hal tersebut maka KPU
Kabupaten Sidenreng Rappang telah menindaklanjuti dengan : ------—------
- Mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi

Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018
dan lampirannya yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk
Syarat Calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf huruf 11 Surat
keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon untuk dilakukan perbaikan pada masa
perbaikan (bukti terlampir T-2);

- Melakukan Rapat Pleno menindaklanjuti putusan Panwas Kabupaten
Sidenreng Rappang (bukti terlampir 7-3).

3) Bahwa meskipun ditinjau dari aspek formil, permohonan pemohon tidak
sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penyeleseian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota,
Para Termohon beritkad baik memberi penjelasan permohonan
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penyeleseian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng
Rappang Tahun 2018 terkait Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/1l/2018 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagai berikut :

a) Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, Pukul 11.00 Wita
(bukti terfampir T-4), KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima
pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng
Rappang Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Madjid Hafid, SE, Msi dari
gabungan partai politik. Bakal pasangan calon Fatmawati Rusdi dan
Abdul Majid Hafid, SE, MSi yang di usulkan oleh gabungan partai
politik Nasdem, PKS, Golkar, PPP, PKPI, PAN, Hanura, PBB dan PKB
dengan akumulasi 28 kursi melakukan pendaftaran. Beberapa
ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal inij ; -~~--==-me---
1. Salah satu pimpinan partai politik pengusul tidak hadir dalam hal ini

sekretaris PKB Kabupaten Sidenreng Rappang, maka KPU
Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan dalam hal
pengurus partai politk atau gabungan partai politik tidak dapat
hadir pada saat pendaftaran, maka pendaftaran tidak dapat
dilakukan, kecuali ketidak hadiran tersebut dapat dibuktikan
dengan surat keterangan dari instansi berwenang. Setelah itu,
bakal pasangan calon mampu menunjukkan bukti tersebut maka
KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melanjutkan proses
pendaftaran (bukti terlampir T-5);
2. Jenis Model formulir Bt KWK-Parpol PPP dan PBB tidak sesuai
dengan format PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU
Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan
Wakil Walikota, KPU kabupaten Sidenreng Rappang melakukan

koordinasi ke help desk pilkada KPU Rl dan menjelaskan surat
tersebut adalah benar dan sah;

3. Tidak diserahkan Dokumen syarat bakal calon bupati Fatmawati
Rusdi, SE dalam hal tanda terima penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang
pribadi atas nama bakal calon (tapi atas nama Rusdi Mase) dan
tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak bukan atas nama
calon (bukti terlampir T-6). KPU kabupaten Sidenreng Rappang
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melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat
diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan tanggal
18 s.d 20 Januari 2018 (bukti terlampir T-7).

b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 16.40 Wita

(bukti terfampir T-8), KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima
pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng
Rappang Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf dari gabungan partai
politik. Bakal pasangan calon Ir.Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf
yang di usulkan oleh gabungan partai politik Gerindra dan Demokrat
dengan akumulasi 7 kursi melakukan pendaftaran. Beberapa
ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini ; ---------——-
1. Dokumen Syarat calon wakil bupati Ir.Mahmud Yusuf dalam hal

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dari pengadilan

niaga atas nama bakal calon sementara proses yang dibuktikan

dengan bukti pengiriman ke Pengadilan Niaga Surabaya melalui

jasa pengiriman JNE (bukti terlampir T-9);
2. KPU kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi ke help
desk pilkada KPU Rl dan menjelaskan bahwa keputusan terhadap

hal tersebut dikembalikan kepada komisioner;
3. KPU kabupaten Sidenreng Rappang bersama Panwas Kabupaten
Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan memutuskan
dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada
masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018 (bukti
terlampir T-10);
Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 19.20 Wita
(bukti terfampir T-11), KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima

pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng
Rappang Soalihin, SPd dan H. Muhammad Nasiyanto, SE dari
perseorangan. Bahwa pada hari Rabu pukul 19.20 Wita tanggal 10
Januari 2018, Bakal pasangan calon perseorangan Soalihin, SPd, MSi
dan H. Muhammad Nasiyanto, SE melakukan pendaftaran. Beberapa
ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini : ===-=--=-----
1. Syarat pencalonan dalam hal dukungan B1-KWK perseorangan

belum mencukupi 22.491 dukungan;

2. Dokumen Tanda terima penyerahan LHKPN dari KPK atas nama
bakal calon Soalihin, SPd dan H. Muhammad Nasiyanto, SE
sementara proses yang dibuktikan dengan bukti pengiriman ke
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Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta melalui jasa pengiriman
Pos (bukti tertampir T-12); _
3. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan

memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk ditakukan
perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20 Januari 2018

(bukti terlampir T-13);

d) Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 21.29 Wita
(bukti terlampir T-14), KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima

pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng
Rappang Andi lkhsan Hamid dan M. Resky Jabir, SH dari
perseorangan. Bakal pasangan calon perseorangan Andi Ikhsan
Hamid dan M. Resky Jabir, SH melakukan pendaftaran. Beberapa
ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini Syarat
pencalonan dalam hal dukungan B1-KWK perseorangan belum
mencukupi 22.491 dukungan dan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan
perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20 Januari 2018. —--—--

4) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah diawasi oleh Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan
melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran
pencalonan serta memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan
kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan sesuai ketentuan pasal 4
Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :
Pasal 4
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan

pendaftaran pasangan calon Pemilihan, terhadap:

a) Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau
wali kota;

b) Pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota
dan Calon Wakil Wali Kota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota;

¢) Pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang

dilakukan ofeh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan

calon perseorangan,; dan
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d) Terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan

pendaftaran pasangan calon Pemilihan.

Pasal 5 ayat

(3) Dalam melakukan pengawasan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan
pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan.—
(4) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan
kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan.

Berdasarkan hal tersebut juga, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
ketika rapat bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sidenreng Rappang untuk menilai kelengkapan dokumen syarat calon
atas calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf memberikan persetujuan untuk
dilakukan perbaikan pada masa perbaikan. Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan secara lisan
kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memperhatikan
ketentuan pasal 180 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang :
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon
Wakil Gubemnur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati dan Calon
Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh
puluft dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh
puluh dua juta rupiah).

(2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan
perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/lWakil Bupati, dan Walikota/\Wakil
Waiikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan
Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga
puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan
dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
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rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam

Jjuta rupiah).
Pada prinsipnya KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku telah menjaga hak konstitusional
Warga Negara Indonesia dan tidak menghilangkan hak seseorang
menjadi Calon Bupati/Calon Wakil Bupati karena masih ada masa

perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018;
Bahwa dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018, KPU Kabupaten Sidenreng
Rappang telah sesuai prosedur yang di atur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan berpedoman pada PKPU 15 tahun 2017
tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau

walikota dan wakil walikota yaitu dalam ketentuan pasal 40 :
“Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas :
a) Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

perseorangan;,
b) Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39

ayat (3) huruf a;
¢) Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:

1. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)
huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri
yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (6); dan
2. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)
huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai
Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan
oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau

3. Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan
Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota. ---—--r-n----

d) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan
huruf ¢, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
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mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model
TT.1-KWK, yang berisi:
1. Nama Partai Politk atau Gabungan Partai Politik yang

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
2. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi

sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢;
3. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh
pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik
tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat

pusat;
4. Hari, tanggal, dan wakiu penerimaan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon;
5. Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon
kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan
Partai Polittk yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan

Calon; dan
6. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan

dan persyaratan calon.
Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan
persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan; --
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e,
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat
penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir
Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. Nama lengkap bakal calon;

2. Hari, tanggal, danwaktu penerimaan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon;

3. Alamat dan nomor telepon bakal calon;
4. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan

dan persyaratan calon; Dan
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5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal

calon.”

6. Bahwa substansi secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan
pencalonan yang dimaksud pada ketentuan pasal 39 ayat (8) PKPU 15
tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

(8) Partai Politk atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal

calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan
pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima
pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan
mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan. -«me-me-mmeeem-

Ayat (3) yang dimaksud :
(3) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
wajib memenuhi persyaratan:

a) Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
b) Menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan
Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat;

c) Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana
dimaksud dalam huruf b berhalangan,surat persetujuan Pasangan
Calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat
yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan
keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politk vyang

bersangkutan;
d) Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politk Tingkat Pusat

mengenai pengambilalihan wewenang;

Ketentuan Pasal 5 :
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang memperoieh paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan

suara sah dalam Pemilu Terakhir.
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7)

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan
Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoieh paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara
sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya
berlaku bagi Partai Politk yang memperoleh kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir.Dollah mando dan Ir.
Mahmud Yusuf yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
secara kumulatif memenuhi persyaratan pencalonan yaitu Gabungan
Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini partai
Gerindra 3 kursi dan partai Demokrat 4 kursi dengan total 7 kursi dari 35
jumlah kursi Dewan Perwakitan Rakyat Daerah kabupaten Sidenreng
Rappang (bukti terlampir T-15).

Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penelitian
dokumen serta dinyatakan ada dan sah syarat pencalonan bakal
pasangan calon Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf, sementara syarat
calon ada dan akan dilakukan verifikasi keabsahan pada tanggal 10 s.d 16
Januari 2018. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran
tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 PKPU 15 tahun 2017 tentang
perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan
gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota
dan wakil walikota :

(1) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan
Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik
tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik
pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara;

(2) KPU Provinsi’KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret 1
(satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas
pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam
Berita Acara;

(3} KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima
pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih memenuhi syarat
pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara, ~-~-----mnuuuee

8) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian
administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan
pencalonan pada saat pendaftaran dalam hal ini model B-KWK Parpol,
Model B1-KWK Parpol, Model B2-KWK Parpol dan Model B3-KWK
Parpol (bukti terlampir T-16), kecuali untuk Model B.4 KWK Parpol dapat
dilakukan perbaikan. Begitupun untuk persyaratan calon dilakukan
penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
dan jika tidak lengkap dan/ atau tidak memenuhi syarat dan/ atau
belum memenuhi syarat dapat dilakukan perbaikan sebagaimana
ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU
16 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang
Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil

bupati dan/atau walikota dan wakil walikota:
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
paling lama 7 (tujuh) hari;

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

Ketentuan Pasal 54 ayat :
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan
hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Bakal
Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua)

hari setelah verifikasi;

@ Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan

calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat
dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan

untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama

3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

9) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka melaksanakan

ketentuan Pasal 47 ayat :
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(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
paling lama 7 (tujuh)} hari dan ayat (2) Hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK
dan lampirannya.

KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian administrasi
terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan
dan persyaratan calon pada tanggal 10 s.d 16 Januari 2018 dengan
melakukan klarifikasi terhadap beberapa dokumen yang memunculkan
keraguan dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan
Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
Model BA.HP-KWK dan Ilampirannya yang menyatakan beberapa
dokumen syarat calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk
dilakukan perbaikan di masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari
2018. (bukti terlampir T-17 : Fatmawati Rusdi, SE & Abdul Majid, SE, MSi,
T-18 : Ir.Dollah Mando & Ir.Mahmud Yusuf, T-19 : Soalihin, SPd, MSi &
H.Muhammad Nasiyanto, T-20 : Andi Ikhsan Hamid & M. Resky Jabir,
SH).

10)Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 18 s.d 20

Januari 2018 menerima perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon : -—-
- Hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng
Rappang bakal pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud
Yusuf melalui LOnya atas nama Mukhlis menyerahkan dokumen syarat
calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (bukti terfampir T-21);
- Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng
Rappang bakal pasangan calon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid
Hafid, SE, MSi melalui LOnya atas nama Andi Hindi Tongkeng
menyerahkan dokumen syarat calon yang dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (bukti terlampir T-22);
- Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng
Rappang bakal pasangan calon Andi lkhsan Hamid dan M. Resky

Jabir, SH melalui LOnya atas nama Rusli Kaseng menyerahkan
kekurangan dokumen syarat pencalonan untuk diverifikasi {B1 KWK
Perseorangan perbaikan dan lampirannya) serta syarat calon yang
dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (bukti terlampir T-23);
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- Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng
Rappang bakal pasangan calon Soalihin, SPd, MSi dan H. Muhammad
Nasiyanto,SE melalui L.Onya atas nama Chaerul menyerahkan
kekurangan dokumen syarat pencalonan untuk diverifikasi (B1 KWK
Perseorangan perbaikan dan lampirannya) seria syarat calon yang
dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (bukti terlampir T-24); —-

11)Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 21 s.d 27
Januari 2018 melakukan penelitian administrasi perbaikan dan klarifikasi
terhadap beberapa syarat calon yang memiliki keraguan yang telah

diserahkan oleh bakal pasangan calon sebagai berikut:
a) Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit dari Pengadilan Negeri
Surabaya kelas | A Khusus Surabaya atas nama bakal calon Wakil
Bupati Ir.Mahmud Yusuf tertanggal 15 Januari 2018 dinyatakan SAH
(bukti terlampir T-25).
b) Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk bakal calon

Wakil Bupati H. Muhammad Nasiyanto dinyatakan oleh Pengadilan
Negeri Sidenreng Rappang pernah dijatuhi pidana tertanggal 15
Januari 2018 dan klarifikasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
adalah benar pernah dijatuhi pidana (bukti terlampir T-26);

c) Surat tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Waijib pajak orang pribadi atas nama bakal calon
Fatmawati Rusdi, SE (tapi atas nama Rusdi Mase) dan tanda bukti
tidak mempunyai tunggakan pajak bukan atas nama calon dinyatakan
sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku (bukti terlampir T-27).

12)Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Januari
2018 telah menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitan Perbaikan
Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan
Persyaratan Calon Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya untuk
empat bakal pasangan calon (bukti terlampir T-28);
13)Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Januari
2018 pukul 11.00 Wita di Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dengan Nomor
19/P1..03.3-BA/7314/KPU.Kab/11/2018 dengan agenda:

a) Hasil verifikasi Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang;
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b) Hasil verifikasi Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Bupati Dan

Wakil Bupati Sidenreng Rappang;
c) Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 (bukti tertampir T-29);

14)Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas
dan kewenangannya secara BENAR, SAH dan SESUAI PROSEDUR
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam
Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng
Rappang Tahun 2018 yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08/PL.03-Kpt/7314/KPU-
Kab/ll/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 sesuai ketentuan pasal
68 ayat (1), (2) dan (3) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU
Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :
Pasal 68;
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan

hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon,

penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan
menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan
Calon;

(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan
hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota.
15)Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Februari
2018 pukul 14.00 Wita di Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Penetapan Pasangan

Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang
Tahun 2018 (bukti terlampir T-30);
16)Bahwa proses Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan serentak
pada tanggal 8 s.d 10 Januari Tahun 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115
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kabupaten, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan di beberapa
kabupaten/ kota se-Indonesia telah melaksanakan prosedur pendaftaran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti

terfampir T-31);
17)Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Termohon telah melaksanakan
tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta kode etik dan pedoman perilaku

penyelenggara pemilu;
18)Untuk menguatkan jawaban kami, maka Teradu mengajukan bukti-bukii
sebagai berikut (terlampir):

7. JAWABAN PIHAK TERKAIT
a. Uraian Jawaban Pihak Terkait;

1) Terkait dengan permchonan Penyelesaian Sengketa pemilihan yang telah
didaftar dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa ‘Nomor:
001/PS/IPWSL.SRP.27.15.11/2018 yang diajukan oleh Fatmawati Rusdi, S.E.
dan Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si. melalui Kuasa Hukumnya KABUR, TIDAK
JELAS DAN SUMIR dengan alasan sebagai berikut:
a) Bahwa dalam permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan dalam

Petitum meminta adanya Penerbitan Surat Keputusan Baru yang hanya
menetapkan Pemohon sebagai sebagai Pasangan Calon dan meminta
agar Batal Menurut Hukum Penetapan Pasangan Calon atas Nama Ir.
Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf sebagai Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018.
b) Bahwa dalam Petitum tersebut adalah Petitum yang kabur dan tidak Jelas

serta tidak berdasar Karena Terkait dengan Pembatalan sebagaimana
Petitum dalam Permohonan pemohon didasarkan pada tuduhan
Pelanggaran Administrasi akibat diloloskannya Pihak Terkait sebagai
calon padahal berkas persyaratan sebagai Calon Tidak Terpenuhi. ----~----
¢) Bahwa terkait dengan aturan Pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati pengaturanya secara tertulis dan jelas yaitu dalam
Pasal 71 dan 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang.
Pasal 71
(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota

TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu pasangan calon.
(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota
atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam)
bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan
akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota
atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program,
dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam
waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon
sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat
BupatiMValikota.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,

dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 73
(1)  Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi

penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat
dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
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d)

Bahwa dalam permohonan pemohon adalah jelas sesuatu yang tidak
berdasar dimana dalam Petitum meminta Pembatalan hanya karena
tafsiran dan tuduhan Pemohon bahwa Termohon melakukan Pelanggaran
administrasi padahal aturan Mengenai Pembatalan sebagai Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati hanya pada hal yang diatur dalam
ketentuan Pasal 71 dan 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang.
Bahwa Pokok Permohonan Pemohon menyangkut adanya tuduhan Cacat
Prosedur dalam hal Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan
Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf sedangkan Pemohon dalam
Petitumnya meminta Pembatalan ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
HAL INI
Jelas merupakan kekeliruan karena terkait pembatalan sebagai Pasangan

Calon secara jelas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menggariskan
dan mensyaratkan tentang Dugaan Petahana melakukan Mutasi,
menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon serta Calon dan/atau tim
Kampanye yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi
lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih
sebagaimana ketentuan Pasal 71 dan 73 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 90 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan
Atau Walikota dan Atau Wakil Walikota.
Bahwa Pokok Permohonan Pemohon menyangkut adanya tuduhan cacat

Prosedur dalam hal Termchon menerima Pendaftraan Bakal Pasangan
calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, pokok permohonan
tersebut seharusnya adalah Dugaaan/tuduhan terjadinya Pelanggaran
Administrasi pada saat proses sebelum Terbitnya Keputusan a gou yang
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harusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum Termohon mengeluarkan
surat keputusan yang menjadi obyek a qou sehingga seharunya tidak
dimasukkan dalam klasifikasi sengketa tetapi Klasifikasi Pemeriksaan
dugaan terjadinya Pelanggaran Administrasi.

2) Tekait dengan Pokok Permohonan Pemohon telah diuji sebelumnya di

Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Pokok Permohonan
Pemohon KABUR, TIDAK JELAS DAN HAL BERULANG dengan alasan

sebagai berikut :

a)

b)

d)

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengenai adanya tuduhan
Cacat Prosedur dalam hal Termohon menerima pendaftaran Bakal
Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf yang didaftar
atau mendaftar Di KPU padahal tidak menyerahkan dokumen syarat

Calon.
Bahwa terkait hal tersebut oleh Pemohon telah dilaporkan ke Panwaslu
Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pelanggaran Administrasi
dengan Nomor Laporan 002/LP/PB/Kab.27.15/1/2018;

Bahwa terkait laporan tersebut oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng |

Rappang telah melakukan pengujian dan mengeluarkan keputusan yang

pada Pokoknya menyatakan Laporan Tersebut Tidak Dapat Dibuktikan

dan tidak terjadi Pelanggaran administrasi.
Bahwa Pemohon kemudian dalam pokok Permohonan kembali
mempersoalkan Pokok Substansi yang sama dengan Nomor Laporan
002/LP/PB/Kab.27.15/1/2018 Padahal untuk substansi masalah tersebut
telah diputus sebelumnya oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang
pada Pokoknya menyatakan Laporan Tersebut Tidak Dapat Dibuktikan

dan tidak terjadi Pelanggaran administrasi.
Bahwa oleh Karenanya substansi terkait masalah tersebut adalah
merupakan hal terulang yang sebelumnya telah diputus oleh Panwaslu
Kabupaten Sidenreng Rappang apalagi terkait masalah tersebut tindakan
KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku yang akan jelaskan pada bagian lain jawaban

kami.
Bahwa bagaimana Mungkin Panwaslu memutus dua hal Pokok substansi
masalah yang sama yang sebelumnya telah diputus lewat mekanisme lain
karena apabila hal tersebut dilakukan maka dapat berpotensi melanggar
asas Kepastian Hukum yang menjamin hak hak Warga Negara Untuk
mendapatkan kepastian Hukum.
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Bahwa Oleh karena Substansi Masalah dalam Pokok Permohonan
Pemohon dan Substansi Masalah pada Laporan Nomor:
002/LP/PB/Kab.27.15/1/2018 adalah HAL YANG SAMA DAN TERULANG
SEHINGGA
Permohonan Pemohon a qou adalah sepanjang mengenai substansi a

gou adalah merupakan hal yang terulang dan sama sehingga Panwaslu
Kabupaten Sidenreng Rappang haruslah menolak Permohonan a qou
karena telah diuji dan diputuskan oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng

rappang sendiri.

3) Terkait dengan Substansi Pokok Permohonan, Bahwa Pemochon

mengajukan permechonan dengan alasan sebagaimana dalam hal 6-17 yang

akan dijawab dalam Jawaban Pihak Terkait sebagai berikut:

a)

b)

Bahwa Termohon KPU Kabupaten Sidenreng Rappang mengumumkan
Kepada Publik mengenai Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018 dengan berpedoman pada jadwal
sebagaimana Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan
Atau Walikota dan Atau Wakil Walikota.
Bahwa selanjutnya Bakal Pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir.

Mahmud Yusuf datang untuk didaftarkan oleh gabungan Partai Politik
Demokrat dan Gerindra pada Tanggal 10 Januari 2018 Pukul 16.40 Wita
dengan membawa berkas syarat Pencalonan dan Syarat Calon. -----————
Bahwa dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan Atau Walikota dan Atau Wakil
Walikota (selanjutnya PKPU 3 tahun 2017) Pasal 39 ayat 3: Dalam
mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Partai Politk atau Gabungan Partai Politik wajib
memenuhi persyaratan:

a. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);

b. Menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan
Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat; -
c. Dalam hal Pimpinan Partai Politk Tingkat Pusat sebagaimana
dimaksud dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan Pasangan
Calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yang
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memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan
keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan; -
d. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi
atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi
Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai

Politik tingkat pusat;
e. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan
Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
f. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang

bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan

g. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti

proses Pemilihan;
Bahwa selanjutnya dalam PKPU Nomor 3 tahun 2017 Pasal 40: Dalam
menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:
a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

perseorangan;
b. Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39
ayat (3) huruf a;

c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:

1) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)
huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri
yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (6); dan
2) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)
huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai
Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan
oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau

3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan
Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota. --——~-----—--
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d. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan

huruf ¢, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politk menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model
TT.1-KWK, yang berisi:
1. Nama Partai Politk atau Gabungan Partai Politk yang

mendaitarkan Bakal Pasangan Calon;
2. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politk tingkat provinsi
sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

3. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh
pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik
tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat

pusat;
4. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon;

5. Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon
kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan
Partai Politk yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan
Calon; dan

6. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan
dan persyaratan calon.

. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan

persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan; --
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e,
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat
penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
persecrangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir
Model TT.1-KWK, yang berisi:
1) Nama lengkap bakal calon;

2) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon;

3) Alamat dan nomor telepon bakal calon;
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4) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan

dan persyaratan calon; dan
5) Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal
calon.

0. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi kabupaten/kota,
dan kecamatan;

h. Memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal
Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan

i. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani,
dan bebas penyalahgunaan narkotika dirumah sakit yang ditunjuk oleh
KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal
Pasangan Calon.

Bahwa Selanjuinya KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima
Pendaftaran Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf dan
memberikan Tanda Terima Pendaftaran sebagaimana Model TT.1-KWK
beserta lampirannya.

Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan
verifikasi terhadap penelitan persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon.

Bahwa sebagaimana Ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 memberikan
kesempatan Kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk
melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. ~-——
Pasal 47
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan

penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan

keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
Pasal 48 -
Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi penelitian terhadap: --------=---—-
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h)

a) Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik

yang bergabung sesuai tingkatannya;
b) Tanda tangan Pasangan Calon;

c) Materai; dan
d) Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini.
Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan Atau Walikota dan Atau Wakil Walikota (selanjutnya PKPU 3
tahun 2017);
Pasal 54
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan
hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Bakal

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam
rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari
setelah verifikasi.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon
dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau
tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau
Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk
melengkapi danfatau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga)
hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 55

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan

Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan
terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa
perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi
diterima;

(3) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan hanya terhadap dokumen yang
dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau
tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Bahwa tindakan Termohon yang menerima Berkas administrasi
Pencalonan Pihak Terkait Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf adalah
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)

k)

tindakan yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 47 dan Pasal 48, karena KPU
kabupaten Sidenreng Rappang memiliki waktu untuk meneliti berkas yang
dianggap belum lengkap, kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan
dalam Peraturan KPU ini kemudian memberikan kesempatan untuk
memasukkan pada masa Perbaikan sebagaimana Pasal 54 PKPU Nomor
3 Tahun 2017,
Bahwa dalam Permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai Syarat

Calon dalam hal Surat Keterangan Tidak Pernah di Pailit dari Pengadilan
Niaga;

Bahwa alasan Pemohon pada Pokok Permohonan sangatlah mengada-
ada karena termohon berdasarkan PKPU telah melakukan penelitian
terhadap semua dokumen yang disetor bahwa ada bukti fisik segala
dokumen yang dipersyaratkan selanjutnya melakukan verifikasi terhadap
berkas yang dimasukkan dan memberi kesempatan untuk melakukan
perbaikan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau
belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi
administrasi dan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan
calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat
danfatau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk
melengkapi danfatau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari
sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 54 dan 55
PKPU Nomor 3 Tahun 2017;
Bahwa sebagaimana Lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Penelitian

Syarat Calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan
Gabungan Partai Politk dan untuk Pasangan Calon Perseorangan
dilakukan pada tanggal 10 s/d tanggal 16 Januari 2018, Pemberitahuan
Hasil Penelitian pada tanggal 17 s/d 18 Januari 2017, Perbaikan Syarat
Pencalonan dan/atau Syarat Calon: Penyerahan perbaikan syarat Calon
dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan pada tanggal
18 Januari s/d 20 Januari 2018;

m) Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memasukkan berkas dokumen Surat

Keterangan Tidak Pernah di Pailit dari Pengadilan Niaga pada masa atau
jangka waktu yang diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU
Nomor 15 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 1 Tahun 2017;
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n)

P)

Q)

Bahwa selanjutnya segala berkas Pihak Terkait Bakal Pasangan Calon Ir.
Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf dinyatakan lengkap dan memenuhi
syarat sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU
Nomor 15 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 1 Tahun 2017 dan pada jangka
waktu diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15
Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 1 Tahun 2017,
Bahwa Kutipan Pemohon pendapat pendapat dalam Permohonannya

adalah sesuatu yang perlu dikesampingkan karena pendapat itu
disampaikan bukan pada saluran yang diatur tapi mengutip pada
pernyataan hanya pada pernyataan di media massa dan tidak dapat di

pertanggungjawabkan;
Bahwa alasan Pemohon bahwa tidak ada yang bisa diverifikasi oleh
Termohon karena tidak ada penyerahan fisik adalah hal yang keliru
karena pada saat pendaftaran segala berkas berupa dokumen fisik telah
dimasukkan dan dalam masa perbaikan telah penyerahan dokumen yang
dianggap belum memenuhi sehingga alasan pemohon bahwa ada cacat
prosedur tidak berdasar karena secara secara prosedur Termohon telah
menempuh dan melakukan prosedur-prosedur yang diatur dalam PKPU
Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 1
Tahun 2017 dan pada jangka waktu diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun
2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 1 Tahun 2017
sebelum menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/lI/2018 Tahun
2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Sidenreng Rappang yang menjadi obyek sengketa dalam

permohonan in casu;
Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Permohonan Pemchon
sangatlah mengada-ada, tidak berdasar dan kabur sehingga patut
menurut hukum untuk agar Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau

setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima atau mengesampingkan

alasan-alasan Pemohon;
Bahwa oleh karenanya Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sidenreng Rappang vyang telah mengeluarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-
Kpt/7314/KPU-Kab/ll/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang
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b. Potensi Kerugian Langsung;

1)

2)

3)

4)

5)

telah sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
sehingga Keputusan a qou sah dan mengikat menurut hukum. ---—--—-—-------

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengeketa pada
Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor Permohonan yang
telah didaftar dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor:
001/PS/PWSL.SRP.27.15.11/2018;
Bahwa dalam Permohonan yang telah didaftar dalam buku register Perkara
Penyelesaian Sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.SRP.27.15.11/2018 a qou
mempersoalkan mengenai Pihak Terkait dan dalam Petitum Permohonan a

qou meminta pembatalan Pihak terkait sebagai Pasangan Calon dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor:
08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/1l/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng

Rappang;
Bahwa oleh karena dalam Petitum Permohonan a qou meminta pembatalan
Pihak terkait sebagai Pasangan Calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-
Kab/ll/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang maka berdasarkan
hal tersebut pihak terkait berpotensi mengalami kerugian langsung dengan
hilangnya hak-hak konstitusionainya sebagai Pasangan Calon dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang;

Bahwa dalam Permohonan mempersoalkan berkas persyaratan Pihak Terkait
padahal Pihak Terkait telah memenuhi berkas persyaratan yang telah di atur
dalam peraturan Perundang-undangan maka berdasarkan hal tersebut pihak

terkait berpotensi mengalami kerugian langsung;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut, pihak terkait berpotensi mengalami
kerugian langsung berupa hilangnya hak-hak konstitusionalnya sebagai
Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng

Rappang.

8. KETERANGAN SAKS|, PEMOHON DAN TERMOHON;

a. Keterangan saksi dan Keterangan Ahli Pihak Pemohon di depan

persidangan;

1) Keterangan saksi Andi Hindi Tongkeng, di bawah sumpah didepan

persidangan yang pokoknya menerangkan:
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Bahwa saksi selaku LO (liaison officer) dari pihak Pemohon;
Bahwa saksi melihat video live streaming di laman facebook KPU
Kabupaten Sidrap pendaftaran Bapasion Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud
yusuf, M.Si. pada hari Rabu, Tanggal 10 januari 2018 sekira Pukul 16.00
Wita;
Bahwa saksi melihat Pasangan calon yaitu wakil Ir. Mahmud yusuf, M.Si.

tidak dapat memperiihatkan Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari

pengadilan niaga Surabaya;
Bahwa saksi melihat KPU Kab. Sidrap menolak dokumen Bapaslon Ir.
Dolilah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. karena tidak adanya surat
keterangan tidak dinyatakan pailit dan memberikan kesempatan kepada
bapaslon Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. untuk dapat
menunjukkan surat keterangan tidak dinyatakan sedang pailit dari
pengadilan niaga Surabaya sampai pada Pukul 24.00 Wita;

Bahwa saksi melihat adanya dialog antara Komisioner KPU vyaitu
Alimuddin Baharuddin yang menerangkan terkait surat keterangan tidak
sedang dinyatakan pailit dari pengadilan Niaga harus ada atau surat
keterangan dari instansi yang berwenang Pengadilan Niaga yang
menerangakn surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit sementara

dalam proses penerbitan;
Bahwa saksi melihat pula salah seorang kader DPC partai Gerindra
Kabupaten Sidrap sebagai salah satu partai pendukung bapasion Ir.
Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. mempertanyakan “Bisakah

kami menyerahkan resi Jasa Pengiriman Kilat (JNE) saja?”;
Bahwa saksi melihat respon dari Salah seorang komisioner KPU Sidrap
yaitu Alimuddin Baharuddin menyatakan resi JNE tersebut dapat diterima
oleh KPU Sidrap;

Bahwa saksi selaku LO dari Pihak Pemohon pernah meilakukan konsultasi

dengan Komisioner KPU Sidrap Alimuddin baharuddi terkait dengan Surat
Keterangan tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Di nyatakan
oleh Alimuddin baharuddin bahwa dokumen syarat calon surat keterangan
tidak dinyatakan pailit tersebut harus diperlihatkan pada saat pendafiaran,
dan baru bisa dilakukan perbaikan pada saat masa perbaikan; --—---———----——
Bahwa saksi selaku LO juga sering mengikuti sosialisasi yang dilakukan
oleh KPU Sidrap terkait bahwa syarat Pencalonan dan syarat calon wajib

dipenuhi dan diserahkan pada saat Bapaslon mendaftarkan diri; -----=-------
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2)

Bahwa saksi tahu ada laporan di panwas dan telah ada rekomendasi atas
laporan tersebut yang ditetapkan oleh Panwas Kab. Sidrap yang pada
pokoknya Panwas kab. Sidrap memerintahkan kepada KPU Sidrap untuk
meninjau kembali surat resi JNE milik bapasion Ir. Dollah mando dan Ir.
Mahmud yusuf, M.Si;

Keterangan saksi Rusli Kaseng dibawah sumpah didepan persidangan yang

pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi selaku LO dan ketua tim pemenangan dari Bapaslon

perseorangan A. lksan Hamid dan Reski Jabir.
Bahwa saksi melihat melalui video livestreaming di laman facebook KPU
Sidrap pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2018, yaitu pendaftaran
Bapaslon [r. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. di KPU Kab.
Sidrap sekira Pukul 16.00 Wita.
Bahwa saksi melihat Pasangan calon yaitu wakil Ir. Mahmud yusuf, M.Si.

tidak dapat memperlihatkan Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari
pengadilan niaga Surabaya.

Bahwa saksi melihat KPU Kab. Sidrap menolak dokumen Bapaslon Ir.
Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. karena tidak adanya surat
keterangan tidak dinyatakan pailit dan memberikan kesempatan kepada
bapaslon Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. untuk dapat
menunjukkan surat keterangan tidak dinyatakan sedang pailit dari
pengadilan niaga Surabaya sampai pada Pukul 24.00 Wita.

Bahwa saksi melihat adanya dialog antara Komisioner KPU yaitu
Alimuddin baharuddin yang menerangkan terkait surat keterangan tidak
sedang dinyatakan pailit dari pengadilan Niaga harus ada atau surat
keterangan dari instansi yang berwenang Pengadilan Niaga yang
menerangakn surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit sementara
dalam proses penerbitan.

Bahwa saksi melihat pula salah seorang kader DPC partai Gerindra
Kabupaten Sidrap sebagai salah satu partai pendukung bapaslon Ir.
Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. mempertanyakan resi JNE

yang akan mereka serahkan kepada KPU Kab. Sidrap.
Bahwa saksi melihat pula salah seorang kader DPC partai Gerindra
Kabupaten Sidrap sebagai salah satu partai pendukung bapaslon Ir.
Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. mempertanyakan resi JNE
yang akan mereka serahkan kepada KPU Kab. Sidrap.
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3)

Bahwa saksi melihat respon dari komisioner KPU Sidrap yaitu Alimuddin
Baharuddin menyatakan resi JNE tersebut dapat diterima oleh KPU
Sidrap.

Bahwa saksi selaku LO dari Pihak Pemohon pernah melakukan konsultasi
dengan Komisioner KPU Sidrap Alimuddin baharuddi terkait dengan Surat
Keteranga tidak dinyatakan pailit olen Pengadilan Niaga. Di nyatakan oleh
Alimuddin baharuddin bahwa dokumen syarat calon surat keterangan
tidak dinyatakan pailit tersebut harus diperlihatkan pada saat pendaftaran,
dan baru bisa dilakukan perbaikan pada saat masa perbaikan. -----—---~---m—-
Bahwa saksi selaku LO juga sering mengikuti sosialisasi yang dilakukan
oleh KPU Sidrap terkait bahwa syarat Pencalonan dan syarat calon wajib
dipenuhi dan diserahkan pada saat Bapasion mendaftarkan diri. --~—----—----
Bahwa saksi mengetahui telah ada [laporan pelanggaran administrasi
bapaslon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. dan telah ada
rekomendasi dari Panwas Kab. Sidrap yang pada pokoknya
memerintahkan kepada KPU Sidrap untuk meninjau kembali resi JNE
milik bapaslon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. ==——emm-mmeen
Bahwa saksi selaku LO dan tim pemenangan Bapaslon perseorangan A.
Iksan Hamid dan Reski Jabir, menerangkan telah dirugikan atas tindakan
KPU Sidrap yang telah menerima resi JNE milik bapaslon Ir. Dollah
Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. karena telah tidak diperlakukan sama
dan/atau pembedaan perlakuan.

Keterangan Ahli M. Jufri didepan persidangan diabwah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan:

Bahwa ahli adalah merupakan mantan Ketua KPU Kabupaten Sidrap; ---—
Bahwa ahli mengetahui pokok permohonan Pemohon yaitu soal tidak
adanya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dari pengadilan
niaga Surabaya, dimana Paslon Ir. Dollah mando dan Ir, Mahmud Yusuf
hanya menyerahkan resi pengiriman JNE kepada KPU Kab. Sidrap. -----—--
Bahwa ahli mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam permohonan
Pemohon adalah Surat keputusan KPU Kab, Sidrap Nomor : -——-w—--mmeaen
Bahwa ahli menjelaskan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati

WAJIB memenuhi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon;
Bahwa Syarat Pencalonan dan Syarat calon adalah kelengkapan berkas
pendaftaran yang dibawa dan disetor saat Pendaftaran Pasangan Calon; -
Bahwa ahli menjelaskan apabila salah satu Syarat Calon tidak dapat
dilampirkan atau ditunjukkan saat Pendaftaran Pasangan Calon maka
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Wajib menunjukkan Surat Keterangan Sementara Berproses dari Instansi

yang Berwenang;
Bahwa Surat Keterangan Sementara Berproses dari instansi yang
berwenang tersebut adalah Surat dan atau Tanda Terima Berkas yang
telah teregister di instansi yang bersangkutan yang menjadi kekurangan
berkas syarat calon yang bersangkutan;

Bahwa ahli menjelaskan, sesuai ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017
maka Surat Keterangan yang dimaksud adalah membuktikan bahwa
berkas Pasangan Calon yang bersangkutan sedang dalam proses
penerbitan dan Instansi yang berwenang dimaksud adalah instansi terkait
dimana berkas tersebut terbit atau dikeluarkan;

Bahwa ahli menjelaskan apabila Syarat Pencalonan dan Syarat Calon
tidak terpenuhi saat pendaftaran maka berkas yang bersangkutan Wajib
dikembalikan untuk segera dilengkapi sebelum batas akhir pendaftaran; --
Bahwa tindakan KPU untuk mengembalikan berkas tersebut dituangkan
dalam Keputusan yang terlebih dahulu dilakukan Rapat Pleno untuk
memutuskan melakukan pengembalian berkas yang bersangkutan; ----——
Bahwa sampai pada batas akhir pendaftaran, Bakal Pasangan Calon
yang bersangkutan tidak melengkapi kekurangan berkas Syarat Calon
dan Syarat Pencalonan yang dimaksud maka dituangkan dalam Tanda
Terima 1 (satu)/ TT 1 KWK bahwa berkas yang tidak dilampirkan tersebut
TIDAK ADA;
Bahwa berkas Syarat Pencalonan dan Syarat Calon yang dapat dilakukan

Perbaikan pada masa perbaikan adalah Berkas Pasangan Calon
dinyatakan Lengkap pada Saat Pendaftaran;

Bahwa ahli menjelaskan Verifikasi berkas Syarat Pencalonan dan Syarat
Calon dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini Pihak Termohon di

masa Perbaikan;
Bahwa verifikasi dilakukan oleh termohon terhadap berkas pasangan
calon adalah berkas dokumen yang diserahkan secara kumulatif pada

saat pendaftaran dan untuk selanjutnya dilakukan penelitian tentang

keabsahannya;
Bahwa ahli menjelaskan proses pengambilan setiap keputusan di Komisi
Pemilihan Umum (KPU) adalah Kolektif Kolegial, sehingga tidak sah atau
setidak-tidaknya tidak dibenarkan pengambilan Keputusan yang hanya
dikeluarkan atau diputuskan oleh salah satu komisioner/anggota KPU

saja;
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b. Keterangan saksi Pihak Terkait di depan persidangan;
1) Keterangan saksi Muhlis;

Bahwa ketentuan hukum yang menjadi pedoman setiap penyelenggara
termasuk KPU adalah Semua Undang-Undang tentang Pemiihan,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Surat Edaran KPU RI dan
peraturan perundang undangan lainnya;

Bahwa setiap Ketentuan Hukum tentang kepemiluan tersebut sifatnya
Mengikat dan Memaksa bagi KPU;
Bahwa apabila KPU melakukan Sosialisasi dan Kordinasi massif

terkhusus Pendaftaran Pasangan Calon maka tidak ada berkas baik
Syarat Calon maupun Syarat Pencalonan yang Tidak Lengkap; ----—--——--
Bahwa Jasa Pengiriman Kilat (JNE) bukan instansi yang berwenang yang
mengeluarkan Surat Keterengan sedang berprosesnya suatu
Kelengkapan Berkas syarat calon karena tidak pernah diatur atau
disebutkan dalam Ketentuan Hukum Perundang-undangan Pilkada
sehingga seharusnya berkas pasangan calon Pihak Terkait tidak diterima
oleh Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 3¢ ayat (8) PKPU Nomor 3
Tahun 2017;
Bahwa resi JNE yang diserahkan oleh pasangan calon Ir. Dollah Mando

dan Ir. Mahmud Yusuf adalah kategori tidak memenuhi syarat untuk
diterima sebagai salah satu syarat calon berdasarkan PKPU Nomor 3
Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017:

Bahwa Saksi Muhlis tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti karena
didepan persidangan diketahui bahwa saksi selaku LO dari Bapaslon Ir.
Dollah mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si adalah keluarga sedarah
dalam hal ini adalah kemenakan dari Ir. Dollah mando yang bersaudara
dengan bapak saksi. Sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf (c)
angka (3) Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara
penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati
dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, menyebutkan: -----------
(3) : “alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) huruf ¢ berupa:
Huruf (c) : saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat sebagai berikut
(3) : tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari
Pemohon dan Termohon.

Bahwa ketentuan huruf (c) ayat (3) tersebut diatas, sepanjang frase “
tidak ada hubungan darah dan keluarga semenda dari Pemohon dan
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Termohon” harus dimaknai bahwa ketentuan tersebut juga secara
mutatis mutandis mengikat secara hukum bagi saksi dari Pihak
Terkait, karena Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017 adalah merupakan
hukum acara bagi penyelesain sengketa Pemilihan. Sehingga
sepatutnya menurut hukum keterangan saksi Muhlis di depan persidangan
tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi, oleh karena
harus ditolak dan/atau setidak-tidaknya patut untuk dikesampingkan. -----—--

Keterangan saksi Samsul Bahri dibawah sumpah didepan persidangan yang

pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi selaku Tim Pemenangan dari Bapaslon ir. Dollah Mando dan
Ir. Mahmud Yusuf, M.Si.
Bahwa saksi hadir pada saat pendaftaran pasangan calon Ir. Dollah
Mando dan Ir. Mahmud Yusuf M.Si pada hari Rabu 10 Januari 2018; -----

Bahwa saksi melihat langsung proses pendaftaran dan penyerahan

berkas pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf M.Si
yang mana pada saat itu ada 1 (satu) berkas syarat calon a.n Ir Mahmud
Yusuf M.Si (Calon Wakil) yang tidak dilampirkan yakni Surat Keterangan
Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga

yang Berkekuatan Hukum Tetap;
Bahwa oleh karena tidak dilampirkannya syarat calon tersebut, saksi
melihat dan mendengar langsung adanya perdebatan dalam proses
pendaftaran pasangan calon Doa'mu sehingga Termohon melakukan
penundaan proses pendaftaran dari pihak terkait untuk segera dilakukan
perbaikan dan melengkapi berkas syarat calon yang belum ada; -—--------—-
Bahwa saksi sebagai TIM Kampanye kemudian meminta pendapat
danf/atau masukan dari Termohon terkait kelengkapan berkas syarat
calon, dan Termohon memberikan jawaban bahwa syarat calon yang
belum ada untuk segera dilengkapi dengan melampirkan setidak-tidaknya
Surat Keterangan Tidak dinyatakan Pailit sedang dalam proses
penerbitan dari instansi yang berwenang;

Bahwa saksi kemudian berinisiatif mengurus kelengkapan berkas calon
tersebut dengan melakukan proses pengiriman Permohonan Surat
Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit melalui Jasa Pengiriman Kilat
(JNE) Cabang Sidenreng Rappang yang ditujukan ke Pengadilan Niaga
Surabaya;

Bahwa saksi melakukan pengiriman kelengkaan berkas calon tersebut
pada hari yang sama saat proses pendaftaran yakni hari Rabu, 10
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Januari 2018 pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya menjelang Pukul

18.00 Wita (Maghrib);

- Bahwa saksi membenarkan Resi dari Pengiriman Kilat (JNE) Cabang

Sidenreng Rappang ini pula yang digunakan oleh Terkait untuk dijadikan

kelengkapan Syarat Calon tentang Surat Keterangan Tidak Dinyatakan

Pailit yang sementara dalam Proses Pengiriman;

9. BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

a. Bukti Pemohon:

1) Saksi 2 orang yaitu A. Hindi Tongkeng dan Rusli Kaseng yang secara

lengkap tercatat dalam Berita acara Persidangan;
2) Alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon :

No

Kode
Bukti

Nama Bukti

Keterangan

1

P—1

Foto Kopi sesuai asli Surat Keputusan
KPUD Sidrap Nomor 08/PL.03.3-
Kpt/7314/KPU-Kab/ll/2018, tertanggal 12
Februari 2018 (in casu obyek sengkefa).

Membuktikan Termohon menetapkan
2 (dua) pasangan calon Bupati dan
wakil bupati Kabupaten Sidrap Tahun
2018.

Foto Kopi sesuai asli Surat Keputusan
Pengumuman Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon

Menerangkan masa pendaftaran
bakal pasangan calon pada fanggal 8
— 10 januari 2018.

w

Fato kopi KTP Elektronik Pemohon

Menerangkan identitas Pemohcn

| o

Print out resi pengiriman JNE yang
disetorkan oleh Pasangan Calon Ir.
Dollah mando dan Ir. Muh. Yusuf

Membuktikan rest JNE yang
diserahkan oleh Pasangan calon Ir.
Dollah mando dan Ir. Mahmud Yusuf,
M.Si sebagai pengganti surat
keterangan tentang Surat Keterangan
tidak sedang dinyatakan pailit
sementara dalam proses penerbitan
dari instansi yang berwenang dalam
hal ini Pengadilan Niaga Surabaya.

Print out Media Fajar Online tertanggal
19 januari 2018

Menerangkan pendapat KPU R.I.
yang menyatakan bahwa Pasangan
calon yang tidak menyerahkan surat
keterangan tidak pailit dari Pengadilan
Niaga tempat domisili calon, adalah
tidak sah atau dokumen pencalonan
dan dokumen calonnya tidak dapat
diterima.

Print out media Fajar online tertanggal
17 januari 2018

Membuktikan pendapat Prof. Anwar
Burahima sejalan dengan pendapat
Komisioner KPU Rl bahwa resi JNE
yang diserahkan oleh Pihak Terkait in
casu Pasangan Calon Ir. Dollah manda
dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si, adalah
ukan dokumen yang memenuhi syarat
dalam peraturan perundang-undangan,
sehingga seharusnya KPU kab, Sidrap
tidak menerima resi JNE tersebut dan

mengembalikan dokumen pasangan
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ia

calon Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud
Yusuf, M.Si.

Bukti Elekironik

2018.

rekaman  video
penerimaan pendaftaran bakal pasangan
calon Ir.Dollah Mando dan Ir. Muh Yusuf
di KPUD Sidrap, tertanggal 10 Januari

Membuktikan dalam rekaman video
tersebut di menit ke 33 terlihat ketidak
konsistenan Komisioner KPU Kab.
Sidrap yaitu Alimuddin baharuddin
yang memberikan pemyatan bahwa
dokumen berupa surat keterangan
tidak sedang dinyatakan pailit dari
Pengadilan Niaga harus disetorkan
oleh Pasangan Calon pada saat masa
pendaftaran. Jika tidak ada maka
dokumennya tidak diterima, namun
juga terlihat salah satu kader partai
dari pthak terkait bertanya tentang resi
JNE pihak terkait apakah diterima
atau tidak. Oleh salah satu komisioner
KPU Sidrap menerangkan KPU akan
menerima resi JNE mitik pihak terkait.

1 (satu) budel surat pemyataan saksi-

saksi

Membuktikan keterangan saksi-saksi
yang menerangkan peristiwa
Termohon menerima resi JNE milik
Pihak Terkait.

P—7
P-8
P-9

Foto Copy Surat Edaran KPU RI
17/PL.03.2-SD/C6/KPU/2018 perihal
penjelasan beberapa ketentuan
pencalonan pemilihan tahun 2018.

Membuktikan pada nomor 4,
dijelaskan pada huruf {a) dalam hal
terdapat syarat calon yang diterbitkan
oleh instansi yang berwenang yang
belum dapat diserahkan pada saat
pendaftaran, sepanjang yang
bersangkutan menyerahkan tanda
bukti bahwa penerbitan dokumen
tersebut telah diproses cleh instansi
yang berwenang, maka tanda bukli
tersebut dapat diterima pada masa
pendaftaran. Berikutnya huruf (b)
menerangkan bahwa daftar syarat
calon dan instansi yang berwenang
menerbitkan beberapa dokumen
syarat calon dapat mempedomani
table sebagaimana tersebut pada
lampiran 2 surat ini. Pada lampiran 2
tersebut, tertera instnasi yang
berwenang untuk menerbitkan surat
keterangan tidak sedang dinyatakan
pallit adalah Pengadilan Niaga bukan
jasa pengiriman kiltat dalam hal ini

JNE yang diterima oleh Termohan.

b. Bukti Termohon :

Bahwa Termohon dalam persidangan menghadirkan alat bukti surat yang

ditandai dengan T-1 sampai dengan T-31 yang secara Lengkap Tercatat

dalam Berita acara Persidangan;

No | Kode Nama Bukti Keterangan
Bukti
1 T-1 - Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan Menerangkan objek sengketa yang
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)

pelanggaran dari Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Sidenreng Rappang nomor 016/SN-
15/PM.01.01/1/2018 tanggal 16
Januari 2018

- Pemberitahuan Tentang Status
Laporan Nomor Laporan/ Temuan
002/LP/PB/Kab.27.15/1/2018

- Surat Pencalonan Calon Bupati
Sidenreng Rappang Fatmwati Rusdi,
SE dan Abdul Majid Hafid, SE (Model
B-KWK Parpol)

telah digjukan menyalahi ketentuan
Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyeleseian
Sengketa Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menjelaskan :

° Permohonan sengketa proses
pemifihan terhadap safu obyek
sengketa yang telah diajukan oleh
bakal pasangan calon atau oleh Partai
Politik atau gabungan Partai Politik
yang sama fidak dapat diajukan
kembali oleh bakal pasangan calon
afau oleh Partai Polifik atau gabungan
Partai Politik pengusung yang sama ”

T-2

Berita Acara Hasil Penelitian
Persyaratan Administrasi Dokumen
Persyaratan Pencalonan dan
Persyaratan Caton Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng
Rappang Tahun 2018 dan lampirannya
(BA-HP Bapaston Ir.Dollah Mando dan
Ir.Mahmud Yusuf),

menyatakan Tidak Memenuhi Syarat
untuk Syarat Calon Wakil Bupati Ir.
Mahmud Yusuf huruf 11 Surat
keterangan tidak sedang dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan
ntaga atau pengadilan tinggi yang
wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon untuk dilakukan
perbaikan pada masa perbaikan

Berita Acara Rapat Pleno Nomor
12/PL.01.1-BA/7314/KPU-Kab/If2018

Menindaklanjuti putusan Panwas
Kabupaten Sidenreng Rappang

T-4

Registrasi pendaftaran Bapaslon
Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Maiid
Hafid, SE, MSi

T-5

Resume Medik atas nama Drs. H. Syafri
Abdullah (Sekretaris PKB Sidrap)

T6

tanda terima penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib pajak orang pribadi
atas nama bakal calon (tapi atas nama
Rusdi Mase) dan tanda bukfi tidak
mempunyai tunggakan pajak bukan atas
nama calon.

Tidak Memenuhi Syarat untuk
diperbaiki di masa perbaikan

Berita Acara musyawarah KPU
Kabupaten Sidenreng Rappang untuk
dokurmnen Bapaslon Fatmawati Rusdi,
SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi

Registrasi pendaftaran Bapaslon [r.
Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf

T-8

Bukti pengiriman fasa JNE

10

T-10

Berita Acara musyawarah KPU
Kabupaten Sidenreng Rappang untuk
dokumen Bapaslon Ir. Dollah Mando
dan Ir. Mahmud Yusuf

11

T-11

Registrasi pendaftaran Bapaslon
Soalihin, SPd, MSi dan H.Muhammad
MNasiyanto

12

T12

Bukti pengiriman jasa Pos

Tidak Memenuhi Syarat untuk
diperbaiki di masa perbaikan

13

T-13

Berita Acara musyawarah KPU
Kabupaten Sidenreng Rappang untuk
dokumen Bapaslon Scalihin, SPd, MSi
dan H. Muhammad Nasiyanto, SE

14

T-14

Registrasi pendaftaran Bapasion Andi
likhsan Hamid dan M.Resky Jabir, SH

15

T-15

SK KPU Kab.Sidrap Nomor 12/PL.03.2-

Menerangkan Syarat Pencalonan
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Kptf7314/KPU-Kab/X/2017 tentang
Jumiah Kursi dan Jumlah Suara Sah
Paling Sedikit Sebagai Persyaratan
Bakal pasangan Calon dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sidenreng Rappang

Jumlah Kumulatif minimal 20% Kursi
DPRD Kabh. Sidrap

16 | T-16 | B KWK Parpol, B1 KWK Parpol dan B3 | Menerangkan Syarat Pencalonan
KWK Parpot untuk Partai Gerindra dan | Jumlah Kumulatif minimal 20% Kursi
Partai Demckrat DPRD Kab. Sidrap untuk Bapasion
Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf
dianggap SAH dan Memenuhi Syarat
Kumulatif
17 T-17 | Berita Acara Hasil Penelitian Menerangkan beberapa syarat calon
Persyaratan Administrasi Dokumen yang Tidak Memenuhi Syarat untuk
Persyaratan Pencalonan dan diperbaiki
Persyaratan Calon Dalam Pemiiihan
Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng
Rappang tahun 2018 {(Mods! BAHP-
KWK dan Lampirannya) Bapaslon
Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid
Hafid, SE, MSi
18 T-18 | Berita Acara Hasil Penelitian Menerangkan beberapa syarat calon
Persyaratan Administrasi Dokumen yang Tidak Memenuhi Syarat untuk
Persyaratan Pencalonan dan diperbaiki
Persyaratan Calon Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng
Rappang tahun 2018 (Model BAHP-
KWK dan Lampirannya) Bapaslon
ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf
19 T-12 | Administrasi Dokumen Persyaratan Menerangkan beberapa syarat calon
Pencalonan dan Persyaratan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat untuk
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil diperbaiki
Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018
{(Model BAHP-KWK dan Lampirannya)
Bapaslon Soalihin, SPd, MSi dan
H.Muhammad Nasiyanto, SE
20 T-20 | Administrasi Dokumen Persyaratan Menerangkan beberapa syarat calon
Pencalonan dan Persyaratan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat untuk
Datam Pemilihan Bupati dan Wakil diperbaiki
Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018
(Madel BAHP-KWK dan Lampirannya)
Bapaslon Andi [khsan Hamid dan
M.Resky Jabir, SH
21 T-21 | Tanda Terima Dokumen Perbaikan Menerangkan beberapa syarat calon
Pasangan Calon dan Lampirannya {TT- | telah diperbaiki dan di serahkan ke
2 KWK) Bapaslon Ir.Dollah Mando dan | KPU Kab. Sidrap
Ir.Mahmud Yusuf
22 | T-22 | Tanda Terima Dokumen Perbaikan Menerangkan beberapa syarat calon
Pasangan Calon dan Lampirannya (TT- | telah diperbaiki dan di serahkan ke
2 KWK) Bapaslon Fatmawati Rusdi, SE | KPU Kab. Sidrap
dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi
23 T-23 | Tanda Terima Dokumen Perbaikan Menerangkan beberapa syarat calon
Pasangan Calon dan Lampirannya (TT- | telah diperbaiki dan di serahkan ke
2 KWK) Bapaslon Andi lkhsan Hamid KPU Kab. Sidrap
dan M. Resky Jabir, SH
24 T-24 | Tanda Terima Dokumen Perbaikan Menerangkan beberapa syarat calon
Pasangan Calon dan Lampirannya (TT- | telah diperbaiki dan di serahkan ke
2 KWK) Bapaslon Scalihin, SPd dan H. | KPU Kab. Sidrap
Muhammad Nasiyanto, SE
25 T-25 | Surat Keterangan Tidak Sedang Menerangkan bahwa bakal Calon
Dinyatakan Pailit atas nama Ir. Mahmud | Wakil Bupati Ir.Mahmud Yusuf
Yusuf dan Surat Klarifikasi dari Memenuhi Syarat Calon
Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA
khusus
26 T-26 | Surat Keterangan Pengadilan Negeri Menerangkan bahwa bakal Calon

61




Sidrap Kelas H A atas nama H. Woakil Bupati H.Muhammad Nasiyanto
Muhammad Nasiyanto, SE dan Surat Tidak Memenuhi Syarat Calon
Klarifikasi

27 T-27 | Surat Klarifikasi Kantor Pelayanan Pajak | Menerangkan bahwa bakal Calon
Pratama Koja Jakarta dan SE Nomor Bupati Fatmawati Rusdi, SE sudah
SE-29/PJ12010 Tentang Pengisian Surat | sesuai dengan ketentuan peraturan
Pemberitahuan Tahunan Pajak perundang-undangan perpajakan yang
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi | berlaku
Bagi Wanita Kawin yang melakukan
perjanjian pemisahan Harta dan
Penghasilan atau memilih untuk
menjalankan Hak dan kewajiban
Perpajakannya sendiri

28 T-28 | Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan | Menerangkan KPU Kabupaten
Persyaratan Administrasi Dokumen Sidenreng Rappang dalam
Persyaratan Pencalonan dan menetapkan Pasangan Calon
Persyaratan Calon Model BA.HP berdasarkan Hasil verifikasi
Perbaikan-KWK dan lampirannya untuk | persyaratan pencalonan bakal
Bapaslon Fatmawati Rusdi, SE dan pasangan calon bupati dan wakil
Abdul Majid Hafid, SE, Ir.Dollah Mando | bupati Sidenreng Rappang dan Hasil
dan Ir.Mahmud Yusuf, Soalihin, SPd, verifikasi persyaratan calon bakal
MSi dan H.Muhammad Nasiyanto, SE pasangan calon bupati dan wakil
serta Andi Ikhsan Hamid dan M. Reski bupati Sidenreng Rappang
Jabir, SH

29 T-29 | Berita Acara Nomor 19/PL.03.3-
BA/7314/KPU.Kabf11/2018 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun
2018

30 | T-30 | Undangan KPU Kab.Sidrap Nomor
105/PL.03.3/7314/KPU-Kab/11/2018
Perihal Rapat Pleno Terbuka
Pengumuman Penetapan Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun
2018

31 T-31 | Bukti proses Pendaftaran Calon Menerangkan bahwa KPU Kabupaten
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati Sidenreng Rappang telah
dan Wakil Bupati Serta Walikota dan melaksanakan prosedur pendaftaran
Wakil Walikota dilakukan serentak pada | sesuai ketentuan peraturan
tanggal 8 s.d 10 Januari Tahun 2018 di | perundang-undangan yang berlaku
17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten | sebagaimana di daerah lain di
se- Indonesia Indonesia

¢. Bukti Pihak Terkait :

2) Alat bukti surat P.T-1 sampai dengan P.T-5 sebagai berikut:
a. P.T-1
Sidenreng Rappang Nomor:

1) keterangan saksi 2 orang yaitu Syamsul Bahri dan Mukhlis yang secara

lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/11/2018

tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018 tertanggal 12 Februari 2018; --—-

b. P.T-2

Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sidenreng Rappang Nomor: 10/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab 11/2018
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Sidenreng Rappang 2018 tertangga! 13 Februari 2018; —---------
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. P.T-3 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari

Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: W.14.U1.Hk.05/356/1/2018/01
tertanggal 15 Januari 2018;

. P.T-4 : Surat Pemberitahuan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sidrap tentang Status Laporan Dugaan Pelanggaran
Administrasi Nomor: 002/LP/PB/Kab.27.15/1/2018 Tidak Dapat
Dibuktikan;

. P.T-6 : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati (Model TT.1-KWK) beserta lampirannya.

10. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan fujuan Permohonan Pemohon
sebagaimana telah diurai dalam bagian Tentang pokok Sengketa pada
putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Pihak Termohon mengajukan
jawaban yang di dalamnya telah di uraikan dalam bagian ‘Tentang
Duduknya Perkara’ Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidrap (in casu Termohon)
Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sidrap Nomor :
08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/il/2018, tertanggal 12 Februari 2018
Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten
Sidrap TAHUN 2018 yang mana Termohon dalam Surat Keputusan
tersebut (in casu Obyek sengketa) telah menetapkan dua Pasang
Calon, Yaitu Fatmawati Rusdi dan Abdul majid Hafid, S.E., M.Si; serta
Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud. Yusuf;; Menimbang, bahwa setelah
mencermati jawaban-jawaban tersebut di atas dan bukti-bukti yang
terungkap di persidangan, Majelis Pemeriksa berpendapat untuk
mendahulukan pertimbangan hukum atas Legal Standing pemohon
untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada

Panwaslu Kab. Sidrap;
Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran
Administrasi terhadap penetapan Pasangan Calon atas nama Ir. Dollah
Mando dan IR MAHMUD YUSUF sebagai Calon BupatiWWakil Bupati
Kabupaten Sidrap Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sidrap
Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/Il/2018, tertanggal 12 Februari

2018. Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati
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objek sengketa;

Kabupaten Sidrap Tahun 2018 karena mengandung cacat prosedural

dalam penetapannya;
Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 142 huruf b Undang-undang
No 10 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang “Sengketa antara peserta pemilihan dan
penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal

Standing) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kab. Sidrap .hal tersebut
terkait Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun
2017 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) vyaitu (1) Permohonan
penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau
sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan
dan/atau diumumkan; (2) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari
laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawasliu
Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai

Menimbang, bahwa permohonan dugaan pelanggaran Administrasi
Terhadap Penetapan Pasangan Calon Atas nama Ir. Dollah Mando dan
IR. MAHMUD YUSUF Calon BupatiWakil Bupati Kabupaten Sidrap
Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sidrap Nomor

08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/ll/2018, tertanggal 12 Februari 2018.
Tentang Penetapan Pasangan Calon BupatiWakil Bupati Kabupaten
Sidrap Tahun 2018 sebelumnya telah di laporkan oleh Gabungan
Partai Pengusut dengan laporan nomor : 002/LP/PBf27.15/1/2018;-----—
Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten
Sidenreng Rappang telah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan
Kajian Dugaan Pelanggaran tertanggal 16 Januari 2018, yang berisi :
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a. bahwa laporan Nomor : 002/LP/PB/27.15/1/2018 tidak terpenuhi
unsur pelanggaran administrasi Pemilihan;

b. memerintahkan untuk mengumumkan status laporan Nomor :
002/LP/PB/27.15/1/2018 dalam formulir status laporan;

c. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang perlu melakukan
peninjauan kembali terhadap tanda terima pendaftaran pasangan
calon Gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati /walikota
dan wakil walikota (Formulir Model TT.1-KWK) dan lampiran Tanda
Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan wakil
gubernur/bupati dan wakil bupati /walikota dan wakil walikota
(Formulir Mode! TT.1-KWK) terhadap pasangan calon bupati dan
wakil bupati ir. H. Dollah Mando - Ir. H. Mahmud Yusuf;

Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian telah
mengeluarkan Berita Acara untuk menindak lanjuti Rekomendasi Panitia
pengawas Pemilu Kabupaten sidenreng Rappang dengan nomor :
12/PL.01.1-BA/7314/KPU-Kab/I/2018;

Menimbang, bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan,
telah melakukan secara terbuka dan pada setiap kegiatan mulai dari
‘penerimaan, verifikasi dukungan calon perseorangan, penelitian dan
verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon sampai pada verifikasi
faktual, yang adalah benar, bahwa seluruh rangkaian tersebut berada

dalam pengawasan panwaslu kabupaten Sidrap.

. Pendapat dari Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa

dikaitkan dengan aturan perundang-undangan;
Bahwa setelah Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap mendengar keterangan
Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti dan saksi, Pimpinan
Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap
berpendapat sebagai berikut :

1. Penilaian terhadap Kewenangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 jo. Pasal 143 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana terakhir kali
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
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Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu
Nomor 15 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Woakil Walikota menyatakan Panwaslu Kabupaten/Kota
berwenang menyelesaikan Sengketa pemilihan yang timbul antara
peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota; ----—- --
Bahwa permohonan pemohon diajukan kepada Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap. Bahwa Permochonan pada
pokoknya mengajukan keberatan kepada Termohon terhadap
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor
08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/Il/2018 tertanggal 12 Februari 2018.
Tentang Penetapan Pasangan Calon BupatiWakil Bupati Kabupaten
Sidrap Tahun 2018, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sidrap berwenang menyelesaikan Sengketa pemilihan a
qQuo,

Penilaian terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan; -----
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota jo. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017,
pengajuan sengketa akibat dikeluarkannya keputusan KPU
Provinsi/KPU Kabupaten Kota yakni 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi
menetapkan Keputusan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/l1/2018
tertanggal 12 Februari 2018. Tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018, sementara
Pemohon mengajukan permohonan ke Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sidrap pada tanggal 14 Februari 2018 sehingga
masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Keputusan
permohon ditetapkan.
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3. Penilaian terhadap pokok perkara;

1. Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam
Permohonan pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sidrap (in casu Termohon)
Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sidrap
Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/!l/2018, tertanggal 12
Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon BupatiVakil
Bupati Kabupaten Sidrap TAHUN 2018 yang mana Termohon
dalam Surat Keputusan tersebut (in casu Obyek sengketa) telah
menetapkan dua Pasang Calon, Yaitu Fatmawati Rusdi dan Abdul
majid Hafid, S.E., M.Si; serta Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud.
Yusuf, telah dijawab oleh Termohon bahwa subtansi yang
dipermasalahkan dalam permohonan pemohon bukanlah
permasalahan tentang Memenuhi Suarat dan Tidak Memenuhi
Syarat Calon melainkan pelanggaran Administrasi terhadap
ketentuan PKPU yang memuat tentang syarat calon tersebut

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal § ayat (4) Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyeleseian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta \Walikota dan Wakil Walikota
menjelaskan :

“Permohonan sengketa proses pemilihan terhadap satu obyek
sengketa yang telah diajukan oleh bakal pasangan calon atau
oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sama
tidak dapat diajukan kembali oleh bakal pasangan calon atau
oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung
yang sama”

Hal tersebut dibuktikan pada Pemberitahuan Tentang Status
Laporan Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor
Laporan/ Temuan 002/L.P/PB/Kab.27.15/l/2018 Para Pemohon
Samsumarlin, Muhlis Mustafa, A.lkhsan Hamid, Arifin Maedani,
Raupong Dalle, A. Sugiarno Bahri, M. DaisLabanci, Wahyuddin
Bandung, A. Samsul Bahri adalah Partai Politik atau gabungan
Partai Politik pengusung yang sama pengusul Fatmawati Rusdi, SE
dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi.

3. Berdasarkan angka 1, bahwa objek sengketa dalam permohonan

pemohon tentang Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng
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Rappang Nomor  08/PL.03-Kpt/7314/KPU-Kab/ll/2018adalah
termasuk bagian dalam objek sengketa proses pemilihan yang
telah diputuskan sebelumnya oleh Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sidenreng Rappangdengan melakukan
klarifikasi kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan
mengeluarkan Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan pelanggaran dari
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor 016/SN-15/PM.01.01/1/2018 tanggal 16 Januari
2018

. Bahwa meskipun ditinjau dari aspek formil, permohonan pemohon
tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyeleseian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota, Para Termohon beritikad baik
memberi penjelasan permohonan penyeleseian sengketa pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 terkait
Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor
08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/Il/2018 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2018 sebagai berikut :

1) Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, Pukul 11.00
Wita(bukti terlampir T-4), KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Sidenreng Rappang Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul
Madjid Hafid, SE, Msi dari gabungan partai politik. Bakal
pasangan calon Fatmawati Rusdi dan Abdul Majid Hafid, SE,
MSi yang di usulkan oleh gabungan partai politk Nasdem,
PKS, Golkar, PPP, PKPI, PAN, Hanura, PBB dan PKB dengan
akumulasi 28 kursi melakukan pendaftaran. Beberapa
ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini :

a. Salah satu pimpinan partai politik pengusul tidak hadir dalam
hal ini sekretaris PKB Kabupaten Sidenreng Rappang, maka
KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan dalam
hal pengurus partai politik atau gabungan partai politik tidak
dapat hadir pada saat pendaftaran, maka pendaftaran tidak
dapat dilakukan, kecuali ketidakhadiran tersebut dapat
dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi
berwenang. Setelah itu, bakal pasangan calon mampu
menunjukkan bukti tersebut maka KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang melanjutkan proses pendaftaran.

b. Jenis Model formulir B1 KWK-Parpol PPP dan PBB tidak
sesuai dengan format PKPU 15 tahun 2017 tentang
perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU
kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi ke
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2)

3)

helpdeskpilkada KPU RI dan menjelaskan surat tersebut
adalah benar dan sah.

c. Tidak diserahkan Dokumen syarat bakal calon bupati
Fatmawati Rusdi, SE dalam hal tanda terima penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
pajak orang pribadi atas nama bakal calon (tapi atas nama
Rusdi Mase) dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan
pajak bukan atas nama calon(bukti terfampir T-6). KPU
kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan
memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk
ditakukan perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20
Januari 2018.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 16.40

Wita (bukti terlampir 7-8), KPU Kabupaten Sidenreng Rappang

menerima pendaftaran bakat pasangan calon Bupati dan VWakil

Bupati Sidenreng Rappang Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud

Yusuf dari gabungan partai politik. Bakal pasangan calon

Ir.DollahMando dan Ir. Mahmud Yusuf yang di usulkan oleh

gabungan. partai politk Gerindra dan Demokrat dengan

akumulasi 7 kursi melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan
proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini :

a. Dokumen Syarat calon wakil bupati Ir. Mahmud Yusuf dalam
hal Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dari
pengadilan niaga atas hama bakal calon sementara proses
yang dibuktikan dengan bukti pengiriman ke Pengadilan
Niaga Surabaya melalui jasa pengiriman JNE (bukti
terlampir T-9).

b. KPU kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi
ke helpdeskpilkada KPU RI dan menjelaskan bahwa
keputusan terhadap hal tersebut dikembalikan kepada
komisioner.

c. KPU kabupaten Sidenreng Rappang bersama Panwas
Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah
dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk
dilakukan perbaikan pada masa perbaikan pada tanggal 18
s.d 20 Januari 2018 (bukti terlampir T-10).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 19.20

Wita (bukti terlampir T-11), KPU Kabupaten Sidenreng Rappang

menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakii Bupati

Sidenreng Rappang Soalihin, SPd dan H. Muhammad

Nasiyanto, SE dari perseorangan. Bahwa pada hari Rabu pukul

19.20 Wita tanggal 10 Januari 2018, Bakal pasangan calon

perseorangan Soalihin, SPd, MSi dan H. Muhammad

Nasiyanto, SE melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan

proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini :

a. Syarat pencalonan dalam hal dukungan B1-KWK
perseorangan belum mencukupi 22.491 dukungan.

b. Dokumen Tanda terima penyerahan LHKPN dari KPK atas
nama bakal calon Soalihin, SPd dan H. Muhammad
Nasiyanto, SE sementara proses yang dibuktikan dengan
bukti pengiriman ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta
melaiui jasa pengiriman Pos (bukti terlampir T-12).

c. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan
musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat
diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan
tanggal 18 s.d 20 Januari 2018 (bukti terlampir T-13).
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4) Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 21.29
Wita (bukti terlampir T-14), KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Sidenreng Rappang Andi Ikhsan Hamid dan M. Resky Jabir, SH
dari perseorangan. Bakal pasangan calon perseorangan Andi
lkhsan Hamid dan M. Resky Jabir, SH melakukan pendaftaran.
Beberapa ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam
hal ini Syarat pencalonan dalam hal dukungan B1-KWK
perseorangan belum mencukupi 22.491 dukungan dan KPU
Kabupaten Sidenreng Rappang memutuskan dokumen tersebut
dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan
tanggal 18 s.d 20 Januari 2018.

5. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah diawasi ocleh

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng
Rappangdengan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap
dokumen pendaftaran pencalonan serta memperhatikan
kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen
pendaftaran pencalonan sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan
Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :

Pasal 4

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan

pengawasan pendaftaran pasangan calon Pemilihan, terhadap:

a. verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati
afau wali kota;

b. pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang dilaksanakan
oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

c. pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan
yang dilakukan oleh Partai Folitik, gabungan Partai Politik, dan
pasangan calon perseorangan; dan

d. terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan
pendaftaran pasangan calon Pemilihan.

Pasal 5 ayat

@ Dalam melakukan pengawasan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan
PanwasKabupaten/Kota  melakukan  pemeriksaan  dan
penilaianterhadap dokumen pendaftaran pencalonan.

(@ Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud padaayat
(2) dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan,keabsahan,
dan kebenaran dokumen pendaftaranpencalonan.

Berdasarkan hal tersebut juga, KPU Kabupaten Sidenreng
Rappang ketika rapat bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menilai kelengkapan
dokumen syarat calon atas calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf

70



o

memberikan persetujuan untuk dilakukan perbaikan pada masa
perbaikan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sidenreng Rappang menyampaikan secara lisan kepada KPU
Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memperhatikan ketentuan
pasal 180 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon
Gubemur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Woakil
Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)
bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda
paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
dan paling banyak Rp72.000.000,00 (fujuh puluh dua juta
rupiah).

@ Seliap orang yang karena jabatannya dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak
seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubemur, Bupati\Wakil
Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon
dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)
bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan
denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (figa puluh enam juta
rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh
enam juta rupiah). '

Pada prinsipnya KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menjaga hak
konstitusional Warga Negara indonesia dan tidak menghilangkan
hak seseorang menjadi Calon Bupati / Calon Wakil Bupati karena
masih ada masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018.

. Bahwa dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018, KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang telah sesuai prosedur yang di atur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman
pada PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3
tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil
gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil
walikota yaitu dalam ketentuan pasal 40 :

“‘Dalamm menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas :
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»

. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik atauperseorangan,

. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

39 ayat (3) hurufa;

. meneliti dokumen persyaratan pencalonanyaitu:

1. keabsahan lerhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39
ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada
Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6),dan

2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39
ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU afau KPU
Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (4) dan ayat (7);atau

3. kelengkapan dokumen keputusan  pengambilalihan
kepengurusan Partal Politik tingkat provinsi atau
tingkatkabupaten/kota.

. berdasarkan hasif verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf

b dan huruf ¢, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota mencatatpenerimaan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda

Terima pendaftaran formulir Mode! TT.1-KWK, yang berisi:

1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mendaftarkan Bakal PasanganCalon;

2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat
provinsi sebagaimana dimaksud dalam hurufc;

3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat tentang perselujuan Bakal Pasangan Calon yang
diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau
pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang
ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkatpusat;

4. hari, tanggal, dan waklu penerimaan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratancalon;

5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor
telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing
kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan
Bakal Pasangan Calon; dan

6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratancalon.

. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan

persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon
perseorangan;

berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf
e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima
Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yangberisi:

1. nama lengkap bakalcalon;
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2. hari,  tanggal, dan waktu penerimaandokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratancalon;

3. alamat dan nomor telepon bakalcalon;

4. jumiah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon;dan

5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran
dukungan bakalcalon.”

7. Bahwa substansi secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan
pencalonan yang dimaksud pada ketentuan pasal 39 ayat (8)
PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota :

(8) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan
bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi
persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan
dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran
bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang bersangkutan.

Ayat (3) yang dimaksud :

(3) Dalam mendatftarkan Bakal Pasangan Calon
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik
atauGabungan Parlai Politik wajib memenuhi persyaratan:

a. ketentuan Pasal 5§ ayat (2) dan ayat (3);

b. menyertakan dokumen syarat calon dan suratpersetujuan
Pasangan Calon yang ditandatanganioleh Pimpinan Partai
Politik tingkat pusat; _

c. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat
Pusatsebagaimana dimaksud dalam huruf b
berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon
ditandatanganioleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat
yangmemperoleh mandat berdasarkan
mekanismepengambilan  keputusan  sesuai  dengan
AD/ARTPartai Politik yang bersangkutan;

d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai PolitikTingkat
Pusat mengenai pengambilalihan wewenang

Ketentuan Pasal 6 :

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atau 25%(dua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusultkan
Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi
perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan
tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada PemiluTerakhir.
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Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calonir.Dollahmando dan Ir.
Mahmud Yusuf yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik secara kumulatifmemenuhi persyaratan pencalonan yaitu
Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari jumiah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam hal ini partai Gerindra 3 kursi dan partai Demokrat 4 kursi
dengan total 7 kursi dari 35 jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten Sidenreng Rappang (bukti terlampir T-15).

8. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan

penelitan dokumen serta dinyatakan ada dan sahsyarat
pencalonan bakal pasangan calon Ir.DollahMando dan Ir.Mahmud
Yusuf, sementara syarat calon ada dan akan dilakukan verifikasi
keabsahan pada tanggal 10 s.d 16 Januari 2018,KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang menerima pendaftaran tersebutsesuai
ketentuan Pasal 41 PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU
Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan
wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil
walikota:

(1) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam
Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan
Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan
Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian
dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon
dan mencatatnya dalam beritaacara.

@ KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
mencoret 1 (satu) afau lebih Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam dokumen persyaratan
pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu
Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi atau
Panwas Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam BeritaAcara.

@ KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
menerima pendaffaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan
Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih
memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam
Berita Acara.

. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian '

administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan pada saat pendaftaran dalam hal ini model
B-KWK Parpol, Model B1-KWK Parpol, Model B2-KWK Parpol
dan Model B3-KWK Parpol(bukti terlampir T-16), kecuali untuk
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Model B.4 KWK Parpol dapat dilakukan perbaikan. Begitupun untuk
persyaratan calon dilakukan penelitian administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen dan jika tidak lengkap dan/
atau tidak memenuhi syarat dan/ atau belum memenuhi syarat
dapat dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat
(1) dan (2) serta pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 15 tahun 2017
tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati
dan/atau walikota dan wakil walikota:

(1 KPU Provinsi’fKIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan
dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

(@ Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dafam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

ketentuan Pasal 54 ayat ;

(1 KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai
PolitikatauGabunganPartaiPolitikdalamrapatpleno terbuka dan
mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

@ Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/afau
persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum
memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan
Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi
dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari
sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota.

10. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka

melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat :

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyarafan calon paling lama 7 (tujuh) hari
dan ayat (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan
lampirannya.

KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian

administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada tanggal 10
s.d 16 Januari 2018 dengan melakukan klarifikasi terhadap
beberapa dokumen yang memunculkan keraguandan

mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan
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Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan
Calon Model BA.HP-KWK dan lampirannyayang menyatakan
beberapa dokumen syarat calon dinyatakan Tidak Memenuhi
Syaratuntuk dilakukan perbaikan di masa perbaikan pada tanggal
18 s.d 20 Januari 2018.(bukti terlampir T-17: Fatmawati Rusdi,
SE & Abdul Majid, SE, MSi, T-18 :Ir.DollahMando&Ir.Mahmud
Yusuf, T-19 : Soalihin, SPd, MSi&H. MuhammadNasiyanto, T-20 :
Andi Ilkhsan Hamid & M. Resky Jabir, SH).

11.Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 18 s.d
20 Januari 2018 menerima perbaikan syarat pencalonan dan
syarat calon :

» Hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Ir. Dollah Mando
dan Ir. Mahmud Yusuf melalui LOnya atas nama Mukhlis
menyerahkan dokumen syarat calon yang dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (bukti terlampir T-21)

e Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Fatmawati Rusdi,
SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi melalui LOnya atas nama
Andi Hindi Tongkeng menyerahkan dokumen syarat calon
yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (bukti terlampir T-
22)

¢ Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Andi Ikhsan Hamid
dan M. Resky Jabir, SH melalui LOnya atas nama Rusli
Kaseng menyerahkan kekurangan dokumen syarat
pencalonan untuk diverifikasi (B1 KWK Perseorangan
perbaikan dan [lampirannya) serta syarat calon yang
dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (bukti terfampir T-23)

» Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Soalihin, SPd, MSi
dan H. Muhammad Nasiyanto,SE melalui LOnya atas nama
Chaerul menyerahkan kekurangan dokumen syarat
pencalonan untuk diverifikasi (B1 KWK Perseorangan
perbaikan dan lampirannya) serta syarat calon yang
dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (bukti terlampir T-24)

72.Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 21 s.d
27 Januari 2018 melakukan penelitian administrasi perbaikan dan

klarifikasi terhadap beberapa syarat calon yang memiliki keraguan
yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon sebagai berikut

a. Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit dari Pengadilan Negeri
Surabaya kelas | A Khusus Surabaya atas nama bakal calon
Wakil Bupati Ir.Mahmud Yusuftertanggal 15 Januari 2018
dinyatakan SAH(bukti terlampir T-25).
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b. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk bakal
calon Wakil Bupati H. Muhammad Nasiyanto dinyatakan oleh
Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pernah dijatuhi pidana
tertanggal 15 Januari 2018 dan Klarifikasi Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang adalah benar pernah dijatuhi pidana(bukti
terlampir T-26).

c. Surat tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi atas nama bakal
calon Fatmawati Rusdi, SE (tapi atas nama Rusdi Mase) dan
tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak bukan atas nama
calon dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku (bukti terlampir
1-27).

13.Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 11

Januari 2018 telah menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian

Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan

Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA.HP Perbaikan-KWK

dan lampirannya untuk empat bakal pasangan calon (bukti

terlampir T-28)

14.Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12
Januari 2018 pukul 11.00 Wita di Kantor KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang melaksanakan Rapat Pleno Penetapan
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sidenreng Rappang Tahun 2018 dengan Nomor 19/PL.03.3-
BA/7314/KPU.Kab/11/2018 dengan agenda :

a. Hasil verifikasi Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang

b. Hasil verifikasi Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang

c. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan
Woakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 (bukti terlampir
7-29)

15.Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappangtelah melaksanakan
tugas dan kewenangannya secara BENAR, SAH dan SESUAI
PROSEDUR berdasarkan Peraturan Perundang-Undanganyang
berlakudalam Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang tertuang dalam
Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor
08/PL.03-Kpt/7314/KPU-Kab/11/2018 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sidenreng Rappang Tahun 2018 sesuai ketentuan pasal 68 ayat

(1), (2} dan (3) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU
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Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati danfatau Walikota dan
Woakil Walikota :

Pasal 68

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kotamenetapkan hasil  verifikasi persyaratan
pencalonan,persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan
Calonpeserta  Pemilihan  pada rapat pleno dan
menuangkanhasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan
PasanganCalon.

(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimanadimaksud
pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atauKPU/KIP
Kabupaten/Kota  menetapkan Pasangan  Calondengan
Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIPKabupaten/Kota.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
mengumumkan  hasil  penetapan  Pasangan  Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno
terbuka di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

16.Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12
Februari 2018 pukul 14.00 Wita di Kantor KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 (bukti
terlampir T-30)

17.Bahwa proses Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
dilakukan serentak pada tanggal 8 s.d 10 Januari Tahun 2018 di
17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang dan di beberapa kabupaten/ kota se-
Indonesia telah melaksanakan prosedur pendaftaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;—------------

18,Bahwa berdasarkan fakta dan bukti Para Termohon telah
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik dan
pedoman perilaku penyelenggara pemilu

b. Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan;

1. A. Bahwa Pihak Pemohon menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi yakni :
1. Nama : Rusli Kaseng
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Tempat Tanggal Lahir

Tempat Tanggal Lahir
Alamat

: Pangkajene, 11 September 1987

Alamat . JI. Merpati

Kel - Wala

Kecamatan : Maritengngae

Kab. : Sidenreng Rappang
. Nama : A. Hindi Tongkeng

: Sidrap, 3 Agustus 1975
: BTN Wesabbe Blok G No. 15

Kel : Batu Lappa
Kecamatan : Watang Pulu
Kab. . Sidenreng Rappang

B. Bahwa Pihak Termohon tidak mengajukan saksi;

Kedua saksi yang dihadirkan menerangkan diawal kesaksiannya,
bahwa keduanya mengetahui proses pendaftaran bakal pasangan
calon Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si melalui
tanyangan Video Live Streaming di halam facebokk KPU Kab.
Sidrap.
Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Pasal 27 angka (3) huruf ¢ : saksi yang dihadirkan harus
memenuhi syarat sebagai berikut
1. berusia diatas 17 ( tujuh belas )} tahun atau sudah/pernah
kawin
2. berakal sehat
3. tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda
dari pemohon dan termohon.
4. berjumiah paling sedikit 2 ( dua ) orang untuk kesaksian
suatu peristiwa;
5. menerangkan apa yang dilihat, di dengar dan dialami sendiri;
6. diketahui sebab ia mengetahui peristiwa; dan
7. bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri;
Bahwa sesuai dengan Pasal 27 angka (3) huruf ¢ poin 5, poin 6
maka kedua saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat untuk

didengar keterangannya atau dicatat sebagai bukti dalam

Musyawarah Penyelesaian Sengketa a quo,

C. Bahwa Pihak Terkait mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

1. Nama : Mukhlis
Tempat Tanggal Lahir : Uluale, 10 Desember 1988
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Alamat 2 JI. Jend. Sudirman No. 21
Kel : Lawawoi
Kecamatan : Watang Pulu
Kab. : Sidenreng Rappang

2. Nama : Syamsul Bahri
Tempat Tanggal Lahir : Dongi, 26 Februari 1980
Alamat : JI. Sulatn Hasanuddin
Kel :Wala
Kecamatan : Maritengngae
Kab. : Sidenreng Rappang

Bahwa saksi pertama Mukhlis menjelaskan bahwa yang
bersangkutan hadir pada saat penyerahan dokumen persyaratan
calon dan persyaratan pencalonan. Saksi juga mengetahui bahwa
KPU dalam hal ini Alimuddin Baharuddin menyatakan syarat
pencalonan wajib, syarat calon bisa di lengkapi di masa perbaikan.
Mengenai resi JNE yang diserahkan sebagai bukti oleh Bakal
Pasangan Calon Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf,
M.Si pada awalnya tidak dapat diterima, lalu kemudian KPUD Kab.
Sidenreng Rappang menelpon Heip Desk Pilkada KPU R sehingga
kemudian resi tersebut diterima.
Bahwa saksi kedua Syamsul Bahri menjelaskan pada saat
pendaftaran , syarat pencalonan lengkap. Saya konsulsaat jtu
bagaimana kalo Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan Pailit
tidak ada sedang KPUD Kab. Sidenreng Rappang mengatakan
yang penting ada bukti fisik bahwa itu sedang berproses seperti :
Cap Pos ( Bukti Pengiriman ), lalu pihak kami mengatakan
bagaimana kalo resi pengiriman dari JNE dan KPUD Kab.
Sidenreng Rappang menjawab itu bisa.
3K
11. KESIMPULAN

Memperhatikan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah

mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan dan bukti-bukti yang diajukan,

serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Musyawarah

Penyelesaian Sengketa, Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa

berkesimpulan sebagai berikut :
a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap berwenang

memeriksa permohonan a quo;
b. Bahwa pengajuan Permohonan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan peraturan perundang-undangan;
c. Bahwa Pemohon a quo memiliki kedudukan hukum (fegal standing). -«
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12. AMAR PUTUSAN
Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang; ‘

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menetapkan

1. Ménolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Panwaslu -Kabupaten Sidrap masing-masing
sebagai Panwas Kabupaten Sidrap diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka
untuk umum pada Hari Jumat Tanggal Dua Bulan Maret Tahun 2018 Oleh: 1).
Muhardin, SH; 2). Andi Syaiful, S.Sos, 3). Asmawati Salam, S.Ag masing-masing
sebagai Anggota Panwas Kabupaten Sidrap.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDRAP

Ketua Anggota Anggota

("

Asmawati Salam, S.Ag

Muhardin, SH

- Sekretaris

Firman Jafar, S.Sos



